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MOTTO :
"Tanah bagi masyarakat dianggap sebagai jiwa dan roh

dalam memenuhi kebutuhan mereka"

Al Araf dan Awan Puryadi, 2002, Perebutan Kuasa Tanah, lappera Pustaka Utama:

Yogyakarta, Halaman: 160.
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RINGKASAN

Skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN PENSERTIPIKASIAN TANAH
NEGARA MENJADI HAK MILIK (Studi Kasus Tanah Ajung Gayasan-
Jenggawah Kabupaten Jember)", berlatar belakang pada tidak adanya kepastian
hukum dan perlindungan hukum terhadap suatu hak kepemilikan atas tanah yang
dapat menimbulkan konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah.

Konflik yang muncul merupakan akibat adanya perbedaan persepsi
diantara keduanya. Disatu sisi masyarakat beranggapan bahwa tanah yang dikuasai
pemerintah selama ini adalah miliknya. Disisi lain pemerintah mempertanyakan bukti
otentik tentang klaim masyarakat tersebut yang sulit dibuktikan sendiri oleh
masyarakat dan pemerintah merasa paling berhak untuk mengelola tanah tersebut,
sebab tanah tersebut berstatus tanah negara. Olch karena itu perlu adanya suatu
pengaturan hukum pertanahan yang memberikan kepastian hukum tentang hak-hak
dan kewajiban yang dapat melindungi haka-hak masyarakat setempat melalul
peraturan perundang-undangan yang melihat adat istiadat dan masyarakat hukum
setempat. ‘

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam
skripsi ini adalah (1) bagaimanakah pensertipikasian tanah negara menjadi hak milik,
(2) hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam proses pensertipikasian tanah di
Ajung Gayasan-Jenggawah sehingga sebagian masyarakat belum memperoleh
sertipikat hak milik, (3) apakah akibat hukum dari pensertipikasian tanah tersebut
serta implikasinya atas pelimpahan hak milik tersebut pada petani penggarap di
perkebunan Ajung Gayasan-J enggawah.

Tujuan penulisan ini adalah unatuk mengetahui dan membahas permasalahan
yang telah dirumuskan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yang dilakukan
melalui pendekatan masalah secara yuridis normatif dan didukung dengan data

empiris, sumber bahan penelitian yang digunakan adalah sumber data utama dan

sumber data penunjang. Penulis dalam mengumpulkan data dilakukan melalui studi
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literatur dan studi lapangan. Berkaitan dengan analisa data terhadap permasalahan
tersebut, penulis mengguanakan metode diskriptif kualitatif yang kemudian ditarik
kesimpulan secara deduktif.

Uraian fakta, dasar hukum dan landasan teori juga telah dituangkan dalam
penulisan skripsi ini sebagai bahan untuk membahas permasalahan yang ada.
Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut proses peralihan tanah negara eks
hak guna usaha untuk menjadi hak milik adalah harus sesuai dengan prosedur yang
berlaku khususnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah. Sertipikat hak milik atas tanah yang diberikan kepada
warga Ajung Gayasan-Jenggawah adalah sertipikat bersyarat. Persyaratan tersebut
merupakan suatu kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan untuk melestarikan dan
menjaga sistem pertembakauan di Kabupaten Jember. Sebagian masyarakat yang
belum memperoleh sertipikat merasa enggan untuk mengurusnya karena terhambat
oleh kinerja kantor pertanahan setempat. Selain itu warga masih ragu dengan
keotentikan dari sertipikat yang bersyarat tersebut, mengingat hak milik adalah hak
yang terkuat dan terpenuh. Untuk menerapkan kebijakan pemerintah tersebut maka
perlu diterapkan atau disosialisasikan sistem pola kerja kemitraan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saran yang dapat disumbangkan
adalah hendaknya pemerintah menelaah kembali adanya sertipikat hak milik yang
bersyarat schingga sifat hak milik yang terkuat dan terpenuh tersebut dapat diterapkan
dan tanah yang belum ada bukti kepemilikannya agar segera didaftarkan pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Jember.

X1V
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan salah satu
modal dasar Pembangunan Nasional oleh karena itu harus dikelola secara cermat
dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Mengingat fungsi tanah yang
sangat strategis keberadaannya, sejalan dengan lajunya tingkat pembangunan, maka
perlu diadakan perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas, serta mudah
dipahami dan dilaksanakan secara konsekuen untuk memberikan jaminan kepastian
hukum atas penguasaan atau pemilikan tanah.

Masalah pertanahan di Indonesia saat ini merupakan masalah yang sangat
berat khususnya menyangkut kebijakan hukum antara manusia dengan tanah yang
telah lama mendapat perhatian yang khusus schingga perlu adanya kebijakan-
kebijakan dari Pemerintah.

Kebijakan (politik) pertanahan Indonesia berdasarkan pada pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengamanatkan bahwa Negara
Sebagai Organisasi Kekuasaan dari Seluruh Rakyat Indonesia pada tingkatan tertinggi
diberi wewenang untuk mengelola tanah bagi kesejahteraan Bangsa Indonesia. Hal
tersebut dimaksudkan agar tanah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan
dalam masyarakat, bangsa dan negara yang berdaulat, adil dan makmur.

Di dalam pasal 16 UUPA terdapat bermacam-macam hak atas permukaan
bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dimiliki, dipunyai oleh
orang-orang, seperti hak milik, hak pakai, hak guna usaha, hak guna bangunan dan
hak lainnya.

Pasal 4 angka | Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaft

aran Tanah, disebutkan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan
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hukum kepada pemegang hak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 huruf a,
pendaftaran tanah bertujuan untuk membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang
bersangkutan. Kepemilikan seseorang atau badan hukum atas tanah yang sudah
bersertipikat, menjadi mutlak. Kepemilikan mutlak ini diperoleh apabila setelah 5
(lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat tersebut tidak ada pihak yang menggugat
(Pasal 30 ayat 2 huruf b), maka pihak lain (yang meskipun di kemudian hari dapat
dibuktikan sebagai pemilik yang sebenarnya) tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan
hak atas tanah tersebut.

Tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap suatu hak
kepemilikan atas tanah dapat menimbulkan konflik vertikal antara masyarakat dengan
pemerintah. Oleh karena itu perlu adanya suatu pengaturan hukum pertanahan yang
memberikan kepastian hukum tentang hak-hak dan kewajiban yang dapat melindungi
hak-hak masyarakat setempat melalui peraturan perundang-undangan yang melihat
adat istiadat dan masyarakat hukum adat setempat. Konflik yang muncul
kepermukaan selama ini merupakan akibat adanya perbedaaan persepsi diantara
keduanya. Di satu sisi masyarakat beranggapan bahwa tanah yang' dikuasai
pemerintah selama ini adalah miliknya. Mereka beranggapan bahwa secara historts,
yang membuka dan mengelola tanah tersebut pertama kalin adalah nenek moyangnya.
Dilain pihak pemerintah mempertanyakan bukti otentik tentang klaim masyarakat
tersebut yang sulit dibuktikan sendiri oleh masyarakat dan pemerintah merasa paling
berhak untuk mengelola tanah tersebut, sebab tanah tersebut berstatus Tanah Negara.

Upaya menangani masalah pertanahan perlu dilakukan secara konseptual,
terpadu, konsisten serta sesuai dengan tuntutan reformasi. Dalam hal ini peranan
pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional sangatlah penting dalam
penyelesaian pendaftaran tanah atau sertipikasi atas tanah yang telah dilekati hak
maupun yang belum.

Fenomena diatas terjadi di kebun Ajunggayasan-Jenggawah Kabupaten
Jember, dalam hal ini melibatkan masyarakat dengan pihak PTPN XXVII yang

sebelumnya menguasai lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU).
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Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan yang ada, maka penulis
berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul “
PELAKSANAAN PENSERTIPIKASIAN TANAH NEGARA MENJADI HAK
MILIK ( Studi Kasus Tanah Ajung Gayasan-Jenggawah Kabupaten Jember)"

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih jelas dan mempermudah dalam
pembahasan selanjutnya maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada
bidang hukum Agraria/ Pertanahan, yaitu mengenai pelaksanaan sertipikasi Tanah
Negara bekas Hak Guna Usaha PTPN X, menjadi hak milik masyarakat (petani
penggarap) Ajung Gayasan-J enggawah,

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas yang menjadi permasalahan
pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

|. Bagaimanakah pensertipikasian Tanah Negara menjadi Hak Milik ?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam proses pensertipikasian tanah di
Ajung Gayasan-Jenggawah schingga sebagian masyarakat belum memperoleh
sertipikat hak milik?

3. Apakah akibat hukum dari pensertipikasian tanah tersebut serta implikasinya atas
pelimpahan Hak Milik tersebut pada petani penggarap di perkebunan Ajung

Gayasan-Jenggawah ?

1.4 Definisi Operasional

Pensertipikasian berasal dari kata dasar sertipikat yang merupakan suatu usaha
untuk memperoleh tanda bukti hak. Tanda bukti hak yang disebut "Sertipikat" adalah
merupakan salinan buku tanah dan surat ukur yang telah dijilid menjadi satu yang
kemudian diberi sampul yang bentuknya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri atau

Dirjen Agraria.
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Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau Badan
Hukum dengan sesuatu Hak atas Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak
Guna Usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh
negara dalam jangka waktu 25 tahun atau 30 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun,
guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

Hak Milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai atas tanah dengan mengingat fungsi sosial yang dapat beralih dan dialihkan
kepada pihak lain.

Berdasarkan definisi secara operasional yang dimaksud dengan Pelaksanaan
Pensertipikasian Tanah Negara menjadi Hak Milik. (Studi Kasus Tanah Ajung
Gayasan-Jenggawah Kabupaten Jember) adalah usaha untuk memperoleh tanda
bukti hak dengan cara mendaftarkan suatu hak (milik) atas tanah pada Kantor
Pertanahan (Kabupaten Jember) guna memperoleh surat tanda bukti hak yang disebut
sertipikat, atas tanah bekas Hak Guna Usaha PTPN X yang diberikan kepada petani
penggarap di Ajung Gayasan-Jenggawah.

1.5 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus:

1.5.1. Tujuan Umum :
Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah tujuan yang bersifat akademis, yaitu:
1. untuk memenuhi salah satu syarat akhir dalam mencapai gelar kesarjanaan (S1)

pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

o

sebagai suatu sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada
bidang hukum agraria yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan
membandingkan dengan praktek;

untuk mengembangkan pemikiran dan pengetahuan yang berguna bagi kalangan

(8]

umum, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater tercinta

Universitas Jember.
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1.5.2 Tujuan Khusus
Dalam tujuan khusus ini, tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui prosedur sertipikasi Tanah Negara menjadi Hak Milik di
kantor Pertanahan Jember sehingga dapat diketahui sesuai atau tidak dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. untuk mengetahui hambatan-hambatan  yang timbul dalam  proses
pensertipikasian tanah, baik yang ditimbulkan dari pihak kantor pertanahan atau

pihak petani penggarap;

('8}

untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum dari pensertipikasian tanah
tersebut dan implikasi pelimpahan Hak Milik tersebut pada masyarakat petani
Jenggawah sehingga dapat diketahui sejauh mana kebijakan pemerintah itu
diterima oleh masyarakat khususnya petani penggarap di Ajung Gayasan-

Jenggawah.

1.6 Metode Penulisan

Metodologi adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan
menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan
metode ilmiah. Agar suatu karya ilmiah atau skripsi mempunyai nilai ilmiah maka
perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. llmiah atau tidaknya suatu skripsi
dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan, bahan atau data kajian
serta metode penelitian,

Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode penulisan

sebagai berikut :

1.6.1 Metode Pendekatan Masalah
Untuk menjamin kebenaran pertanggungjawaban ilmiah dalam penulisan
skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah suatu metode pendekatan

secara yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan
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mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berlaku saat ni
sebagai dasar pemecahan masalah dan didukung data empiris yaitu pendekatan
masalah yang dilakukan dengan jalan pengamatan, penelitian dilapangan terhadap
obyek yang diteliti serta melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak
terkait guna mendukung skripsi ini. (R. Hanitjo Soemitro, 1990:10). Penulis
menelaah berbagai literatur, karya ilmiah beserta dokumen yang berkaitan dengan
pelaksanaan penscrtipikasian tanah negara menjadi hak milik kemudian penulis
melakukan penelitian langsung dengan pihak kantor Pertanahan Jember dan pihak
petani penggarap Ajunggayasan-Jenggawah, penulis mengkaji dan menganalisa data-
data yang diperoleh kemudian diaplikasikan dalam bentuk karya ilmiah berupa

skripsi.

1.6.2 Sumber Bahan Penelitian
Sumber bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber
bahan utama dan sumber bahan penunjang.
1. Sumber Bahan Utama
Berkaitan dengan hal tersebut, maka sumber bahan untuk mendapatkan data
primer diperoleh dari:
a. undang-undang dan  peraturan-peraturan  yang mengatur  tentang
pensertipikasian hak atas tanah:.
b. surat-surat keputusan pejabat-pejabat yang berkaitan dengan masalah
pensertipikasian Hak Milik untuk petani Ajung Gayasan-Jenggawah;
¢, literatur-litcratur, karya ilmiah para sarjana, media cetak dan dokumen atau
data vang dikcluarkan pcjabal yang berwenang yang berkaitan dengan

permasalahan yang akan dibahas,
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2. Sumber Bahan Penunjang
Yaitu sumber bahan yang diperoleh secara langsung dengan wawancara,
konsultasi dan meminta keterangan serta penjelasan kepada pihak terkait yang
berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini.
Sumber bahan penunjang diperoleh dari konsultasi dan wawancara secara
langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan :
a. Bapak Ir. Tjahjo Arianto S.H., sclaku Kepala Kantor Pertanahan Jember.
b. Bapak M. Handoko.S.H.. sclaku Kasubsi Penyclesaian Masalah Pertanahan.
¢. Bapak Socparno. S.H . sclaku Kasubsi Penataan dan Pemilikan Tanah.
d. Wawancara dengan Bapak Imam Chuldlori selaku koordinator wakil petani.
e. Bapak Sentot Soekarno, (Kepala Desa Sukamakmur) selaku wakil petani desa
Suka Makmur Kecamatan Ajung.
f  Petani penggarap di Kecamatan Ajung-Jenggawah yang berkaitan dengan
penulisan skripsi ini antara lain Bapak Masduki, Bapak Agus Salim, Bapak

Durakip.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan sumber
data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk
selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penulisan skripsi ini
penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui :
1. Studi literatur

adalah suatu pengumpulan data dengan mempelajari dan menclaah buku-
buku. teori-teori. pendapat para sarjana maupun perundang-undangan yang berkaitan
dengan pensertipikasian tanah negara bekas hak guna usaha menjadi hak milik.
2. Studi lapangan

adalah dengan melakukan wawancara langsung di lokasi penelitian guna
menghimpun data dari pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan

dibahas, diantaranya dengan pihak Kantor Pertanahan Jember dan pihak petani
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penggarap di Ajunggayasan-Jenggawah yang disusun secara sistematis, faktual dan

akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh penulis dalam skripsi ini.

1.6.4. Analisis Data

Metode analisis data yang pada dasarnya adalah untuk menganalisa data yang
merupakan hasil akhir dari data-data yang diperoleh dengan menggunakan metode
deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk
uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kejelasan
penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal

yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. (Soerjono Soekanto: 1986)
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II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Tanah bekas Hak Guna Usaha PTPN XXVII Ajung Gayasan-Jenggawah
dalam riwayatnya berasal dari tanah bekas perkebunan Belanda yang terkena
ketentuan Nasionalisasi berdasarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958, sehingga
menjadi Tanah Negara yang kemudian oleh Pemerintah diberikan status Hak Guna
Usaha PTPN XXVII (Sekarang PTPN X).

Pada zaman penjajahan berdirilah perusahaan-perusahaan Belanda di
Indonesia dengan membuka tanah-tanah untuk perkebunan di Jawa Timur, antara lain
di Kabupaten Jember sehingga diperlukan tenaga kerja yang produktif yang
didatangkan dari daerah lain yaitu dari Jawa Tengah dan Madura, kemudian oleh
pengusaha Belanda disediakan tanah pekarangan untuk tempat tinggal para pekerja
sehingga terbentuklah perkampungan penduduk di wilayah perkebunan tersebut..
Selain itu mereka juga memperoleh tanah garapan dan berlangsung sampai sekarang
dari generasi ke generasi secara turun temurun,

Sengketa ini timbul diawali dari keluarnya Surat Keputusan Direksi PT
Perkebunan XXVII tanggal 15 Juli 1978 No. 41/SukKep/1978 yang isinya adalah
untuk mengadakan penataan hak garap tanah-tanah bekas perkebunan milik Belanda
yang terkena ketentuan Nasionalisasi sehingga menjadi tanah negara yang kemudian
oleh Pemerintah diberikan status Hak Guna Usaha kepada BUMN dalam hal ini
PTPN XXVII (sekarang PTPN X).

Penataan hak garap yang dilakukan oleh PTPN X ini mendapat pertentangan
yang sangat besar dari masyarakat khususnya petani penggarap di Jenggawah scbab
mereka merasa dirugikan dengan adanya penentuan penataan tanah tersebut, dimana
oknum-oknum yang dulunya tidak pernah menguasai dan menggarap tanah tersebut

mendapat pembagian tanah garapan. Mereka tidak menerima adanya penataan tanah
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tersebut, sebab tanah perkebunan yang mereka duduki dan garap merupakan
hasil pembabatan hutan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka.

Pada waktu akan berakhir masa berlakunya Hak Guna Usaha tersebut,
masyarakat menuntut tanah yang dimaksud untuk diberikan kepada mereka sebagai
Hak Milik. Tuntutan masyarakat kembali dipicu dengan diterbitkannya Surat
Keputusan Perpanjangan Hak Guna Usaha kepada PTPN X pada tahun 1994 dan saat
itu timbullah tindakan anarkis vang dilakukan oleh masyarakat Jenggawah dimana
mereka merusak dan membakar gudang-gudang tembakau milik PTPN X dan
melakukan penyerbuan ke Kantor Pertanahan Jember.

Upaya-upaya Pemerintah dalam mewujudkan tuntutan masyarakat dengan
mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1). pada bulan Juli 1993 DPRD Tingkat 11 membentuk Panitia Khusus (PANSUS)
yang menghasilkan pertimbangan usul dan saran antara lain sebagai berikut:

a. kepada PTPN X tetap diberikan hak terhadap HGU tersebut untuk tanaman
tembakau;

b. kepada penggarap diberikan hak garap atas tanah garapannya dan dibebani
kewajiban atau persyaratan lertentu  yang dijamin kepastiannya dan
kelestariannya dalam suatu peraturan sehingga mereka tidak kehilangan
sebagian atau seluruh tanah garapannya, kecuali mereka yang melanggar.

2). berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 838 Tahun 1994 dibentuk TIM
TERPADU dengan tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada petani
penggarap.

3). pada tanggal 1 Oktober 1998 telah ditanda tangani perjanjian kerjasama
kemitraan antara PTPN X dengan wakil petani penggarap atas tanah perkebunan
Ajung Gayasan-Jenggawah yang isinya antara lain PTPN X melepaskan HGU
kepada petani penggarap dengan persyaratan selama 7 bulan dalam 24 bulan areal

tersebut ditanami tembakau untuk kepentingan PTPN X.
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4). pada tanggal 20 Oktober 1998 terbit SK Bupati Jember No. 90 Tahun 1998
tentang Tim Inventarisasi tanah Hak Guna Usaha Kebun Ajung Gayasan PTPN X
(Persero) yang akan diberikan Hak Milik kepada petani penggarap.

5). pada tanggal 1 Oktober 1999 terbit SK Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 33-VIII-1999 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha atas
Tanah Perkebunan Ajung Gayasan-Jenggawah tercatat atas nama PT Perkebunan
XXVII terletak di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur.

Selanjutnya dari hasil Inventarisasi dan pengukuran perbidangan kemudian
diterbitkan Surat Pemberian Hak Milik dan diberikan sertipikat kepada masyarakat.
Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jember untuk tanah
pertanian eks HGU PTPN X ini dalam halaman keempat terdapat persyaratan yang
harus diperhatikan olech pemegang sertipikat dalam hal ini petani penggarap di Ajung
Gayasan-Jenggawah, persyaratan ini masih memberatkan mereka sebab mereka tidak
leluasa untuk mengelola atau menggunakan hak milik atas tanah tersebut. Petani
merasa sertipikat ini cacat hukum sebab tidak sesuai dengan pasal 20 ayat (1) UUPA
yang menjelaskan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dah terpenuh.
Pemerintah memberikan Hak Milik atas tanah pertanian dengan maksud agar dapat
digarap/ dikelola secara efektif untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian

masyarakat itu sendiri.

2.1 Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan
skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3);
"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai olch negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat".
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria, khususnya :
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a. Hak Milik :
pasal 19 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 22, pasal 25 dan
pasal 50 ayat (1).

b. Hak Guna Usaha :
pasal 28 sampai dengan pasal 34, pasal 50 ayat (2).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
(Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3696);

4. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara
dan Hak Pengelolaan;

5. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan
Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;

7. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
33-VIII-1999 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha PTP XXVII atas Tanah
Perkebunan Ajung Gayasan-Jenggawah tercatat atas nama PT Perkebunan XXVII

terletak di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur.

2.1 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Pensertipikasian Tanah.

Pensertipikasian tanah merupakan proses perbuatan hukum pendaftaran tanah
yang mengakibatkan terbitnya sertipikat hak atas tanah. Sertipikat yang diterbitkan
merupakan surat tanda bukti hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi
pemegang hak atas tanah yang sudah dibukukan dalam buku tanah yang
bersangkutan. Sertipikat diberikan kepada pemegang hak atas tanah sebagai akibat

peristiwa hukum pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) jo
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pasal 23, pasal 32 UUPA dan selanjutnya diterbitkan sertipikat tanah oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya setempat. (Effendi, 1993:464)

Kata sertipikat berasal dari Bahasa Latin yaitu “Certificate” yang berarti tanda
bukti hak milik, hal ini berarti segala sesuatu yang bersangkut paut dengan hak milik
harus ada sertipikat. Sertipikat dapat dipakai sebagai alat bukti bahwa yang
bersangkutan memang benar sebagai pemilik sesuatu yang dihakinya (Wantjik, 1980;
64).

Secara teknis yuridis pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997, memberikan pengertian sertifikat sebagai berikut :

"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat
(2) huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik
atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah
dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan®.
Kemudian mengenai kekuatan hukum dari surat tanda bukti hak atas tanah
tersebut, disebutkan dalam pasal 19 ayat (2) huruf ¢ yang bunyinya :

"Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat". '

Alas Hak adalah dasar diterbitkannya suatu sertipikat, sering menjadi masalah
utama khususnya mengenai status pemilikan selain letak batas pemilikan yang pada
umumnya di waktu yang lalu tidak lengkap. Alas hak merupakan data yuridis yang
berupa surat bukti yang dijadikan dasar penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan.

Ada 3 (tiga) jenis alas hak untuk penerbitan sertipikat, yaitu:

1. alas hak yang dianggap sebagai surat bukti pemilikan tanah konversi tanah
bekas hak adat, berupa petok girik, pipil, kekitir dan salinan dari buku C desa

vang diberikan kepada pemilik tanah sebelum 24 September 1960;

o

alas hak berupa Surat Keputusan Pemberian Ilak Atas Tanah Negara Yang

diterbitkan oleh instansi Badan Pertanahan;

3. alas hak berupa Surat Keputusan Pengakuan Hak Bekas Hak Milik Adat.
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2.3.2 Pengertian Tanah Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam
pasal 1 angka 3, menyebutkan bahwa:

" Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang tidak
dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah".

Berdasarkan pasal ini, tanah yang dikuasai oleh Negara sesuai dengan
ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa negara bukan pemilik dari bumi, air dan
ruang angkasa ataupun kekayaan alam yang tekandung didalamnya. Schingga jika
kita bicara tentang tanah negara bukan dalam konotasi tanah milik negara tetapi tanah
yang dikuasai oleh negara.

Tanah Negara merupakan tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau
badan hukum dengan sesuatu hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pamberian
Hak Atas Tanah yang dimaksud disini adalah Pemberian Hak Atas Tanah yang
dikuasai oleh Negara kepada sescorang ataupun beberapa orang bersama-sama atau
sesuatu badan hukum. (Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPA)

Negara sebagai elemen dari scluruh rakyat mempunyai kewenangan pada
tingkatan tertinggi untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
penyedia serta menentukan dan mengatur hubungan hukum serta perbuatan hukum
yang berkenaan dengan bumi, air dan ruang angkasa, sebagaimana diatur dalam pasal
2 ayat (2) UUPA.

Jelas kiranya, bahwa dengan hubungannya dengan bumi, air dan ruang
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya sclaku organisasi
kekuasaaan seluruh rakyat, Negara bertindak dalam kedudukannya scbagai kuasa dan
petugas bangsa Indonesia. Dalam melakukan tugasnya, ia merupakan organisasi
kekuasaan rakyat yang tertinggi. (Boedi Harsono, 1999:264)

Selain Tanah Negara dikenal pula adanya tanah-tanah hak, baik yang dikuasai
oleh perorangan maupun badan hukum, maka yang disebut Tanah Negara adalah

tanah-tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak yakni Hak Milik, Hak Guna Usaha,
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Mengawali pembahasan ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis hanya
membatasi dalam pembahasan tentang Hak Guna Usaha (HGU) saja. Peraturan pokok
mengenai Hak Guna Usaha dimuat dalam pasal 28 sampai dengan pasal 43 Undang-
undang Pokok Agraria.

Dalam Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa Hak Guna Usaha adalah “hak
untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara, dalam Jjangka waktu
sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan, pertanian, perikanan dun
peternakan”. Sedangkan untuk jangka waktu yang dimaksud adalah sebagaimana
dinyatakan dalam pasal 29, yaitu :

1. hak guna usaha diberikan untuk paling lama 25 tahun;
2. untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama, dapat diberikan

hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun;

.L‘.)

atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka

waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dapat ini dapat

diperpanjang dengan waktu lama 25 tahun.
Tujuan penggunaan tanah yang dipunyai dengan Hak Guna Usaha itu terbatas,
yaitu pada usaha pertanian, perikanan dan peternakan. Dalam pengertian pertanian
termasuk juga perkebunan. Oleh karena itu maka Hak Guna Usaha tidak dapat
dibebankan pada tanah hak milik. Hak Guna Usaha hanya dapat diberikan oleh
negara (pemerintah). Berbeda dengan hak milik dan hak-hak atas tanah lainnya, maka
Hak Guna Usaha, diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat modern dewasa
1ni.

Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa tanah yang
dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah Tunah Negara, dalam hal Tanah
Negara tersebut adalah merupakan kawasan hutan, maka pemberiannya dapat
dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dan statusnya sebagai

kawasan hutan.

Luas minimum tanah yang akan diberikan hak guna usaha adalah 5 (lima)

hektar dan luas maksimumnya 25 (dua puluh lima) hektar, sedangkan hak guna usaha
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yang dapat diberikan pada suatu badan hukum luasnya ditetapkan oleh Menteri
dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang usaha
yang bersangkutan. (pasal 5, PP Nomor 40 tahun 1996). Hak Guna Usaha dapat
beralih dan dialihkan kepada pihak lain serta dapat juga dijadikan sebagai obyek
jaminan dengan dibebani Hak Tanggungan (pasal 15 ayat (1))

Menurut pasal 30 ayat (1) UUPA menyatakan yang dapat mempunyai Hak
Guna Usaha 1alah;, |

a. Warga Negara Indonesia,
b. Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di

Indonesia.

Dari penjelasan yang terdapat dalam ayat (1) tersebut diatas maka jelaslah
bahwa yang dapat memiliki atau sebagai subyek dari hak ini adalah Warga Negara
Indonesia dengan memperhatikan pasal 9 UUPA dan kemudian suatu Badan Hukum
Indonesia dalam arti Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia serta tunduk kepada Hukum Indonesia.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna
Usaha adalah hanya Tanah Negara, bukan tanah yang ada haknya selain Tanah
Negara. Apabila tanah tersebut telah dikuasai dengan hak tertentu sebelumnya, maka
tanah tersebut harus lebih dahulu dilepaskan oleh yang empunya baik melalui
penetapan pemerintah maupun secara sukarela sehingga status tanah tersebut menjadi
Tanah Negara, baru kemudian diberikan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dengan status Hak Guna Usaha.(Budi Harsono, 1999:265)

Sebagaimana diatur dalam pasal 34 UUPA, Hak Guna Usaha dapat hapus
apabila :
a. jangka waktunya berakhir, yaitu 25 — 35 tahun dan tidak diperpanjang;
b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir, karena sesuatu syarat yang tidak
dipenuhi;
c. dilepaskan oleh pemegang hak sebelum jangka waktunya berakhir;

d. dicabut untuk kepentingan umum (implementasi dari pasal 18),
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e. ditelantarkan oleh pemegangnaya,
f tanahnya musnah karena bencana alam,
Hapusnya Hak Guna Usaha maka tanah tersebut telah menjadi tanah dengan
status Tanah Negara, sebagaimana disebutkan dalam pasal 17 ayat (2) PP Nomor 40
tahun 1996.

2.3.4. Pengertian Hak Milik
Hak Milik sebagaimana diatur dalam UUPA pasal 20 yang menyebutkan bahwa
Hak Milik adalah * Hak turun-temurun, terkuat dan terpenui yang dapat dipunyai
atas tanah dengan mengingat fungsi sosial yang dapat beralih dan dialihkan kepada
pihak lain”. Hak Milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh’ yang dapat dipunyali
orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak tersebut merupakan hak
mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat di ganggu gugat sebagai hak cigendom.
(Wantjik Saleh, 1980:23)
Ciri-ciri dari Hak Milik ini adalah:
| turun temurun, artinya Hak Milik atas tanah dimaksud dapat beralih karena
hukum dari seseorang pemilik tanah kepada ahli warisnya;
7. terkuat, atinya bahwa Hak Milik atas tanah tersebut paling kuat diantara hak-
hak yang lain atas tanah;
3. terpenuh, artinya Hak Milik atas tanah tersebut dapat digunakan untuk usaha
pertanian dan juga untuk mendirikan bangunan. Ciri ini menunj ukkan bahwa
Hak Milik memberi wewenang paling luas kepada pemiliknya jika
dibandingkan dengan hak-hak lainnya;
4. dapat beralih dan dialihkan;
5. dapat dibebani kredit dengan dibebani Hak Tanggungan;
6. jangka waktu tidak terbatas. (Ali Chomsah,2002:0)
Sesuai ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, maka yang dapat
mempunyai Hak Milik adalah :

a. Warga Negara Indonesia.
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b. Badan Hukum yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah
(PP No. 38 Tahun 1963) yang meliputi :
- bank-bank milik Pemerintah;
- koperasi,
- badan-badan sosial dan keagamaan
Dengan demikian yang berhak memiliki hak atas tanah dengan Hak Milik
adalah hanya Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang ditunjuk oleh
pemerintah melalui Peraturan Pemerintah.

Hak yang diberikan terhadap pemegang Hak Milik vaitu :

fsv]

. mengalihkan kepada pihak lain baik melalui peristiwa hukum maupun perbuatan
hukum (Pasal 20 ayat (2) UUPA);

o

. dijadikan jaminan dengan dibebani hak tanggungan (Pasal 25 UUPA);

o

menggunakan tanah serta mendapat manfaat dan hasilnya untuk kepentingannya
sendiri maupun keluarganya, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang
angkasa di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung
berhubungan dengan penggunanaan tanah itu (Pasal 4 ayat (2) UUPA)
Kewajiban yang dibebankan terhadap pemegang Hak Milik antara lain yaitu:
2. memelihara tanah dengan baik serta menambah kesuburannya (Pasal 15 UUPA),
b. mendaftarkan Hak Miliknya, peralihan haknya, pembebanan haknya (Pasal 23
ayat (1) UUPA).

Sesuai dengan pasal 22 UUPA, Hak Milik dapat terjadi karena hukum adat
yang diatur dengan peraturan pemerintah dan dapat pula terjadi karena penetapan
pemerintah menutut cara dan syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

dan dapat pula terjadi karena ketentuan undang-undang.
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III. PEMBAHASAN

3.1 Pensertipikasian Tanah Negara menjadi Hak Milik Atas Tanah di Ajung
Gayasan-Jenggawah
3.1.1 Sejarah PTPN X

Tanah perkebunan Ajung Gayasan-Jenggawah yang diusulkan pembatalan
haknya terletak di Kecamatan Ajung dan Kecamatan J enggawah, Kabupaten Jember,
Propinsi Jawa Timur yang luasnya 3.117,0214 Ha, kebun di Kecamatan Ajung pada
zaman kemerdekaan dipecah dua menjadi Kebun Ajong dan Kebun Gayasan yang
sekarang menjadi satu sebagai pusat gudang pertembakauan. Kebun Ajung Gayasan-
Jenggawah ini berstatus Hak Guna Usaha tercatat atas nama PT. Perkebunan XXVII
(Sekarang PT. Perkebunan Nusantara X); diperoleh berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1969 Nomor 32/HGU.DA/1969 (seluas
1.990.8897 ha) dan Surat Keputusan MDN tanggal 12 Juli tahun 1970 Nomor
15/HGU. DA/1970 (seluas 1.166,1317 ha).

Tanah perkebunan tersebut berasal dari tanah bekas Hak Erfpacht, tercatat
atas nama NV. Landbouw Maatschappij Oud Djember (LMOD) yang dibentuk pada
tahun 1893 oleh Belanda. Dari tahun ke tahun berikutnya LMOD berkembang
semakin maju, produksi tembakau meningkat, kemakmuran daerah bertambah.

Pada tahun 1959 perusahaan Belanda ini terkena Undang-undang
Nasionalisasi Nomor 86 Tahun 1958 jo PP Nomor 4 Tahun 1959 dan menjadi
Perusahaan milik Negara Republik Indonesia dengan nama yang telah beberapa kali
mengalami perubahan sebagai berikut :

a. Perusahaan Perkebunan Nasional Baru (PPN Baru) tahun 1958;
b. Pra Unit Tembakau tahun 1959;
c. PPN Kesatuan Jawa Timur IX tahun 1961,

d. Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara Besuki V (yang punya tanah ex

hak erfpacht di Kebun Ajong yang kemudian menjadi HGU) dan PPTN
Besuki VI (PP Nomor 3 tahun 1963 LN. No. 51 tahun 1963);

20
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e. PN Perkebunan XXVII (PP Nomor 14 tahun 1968 LN. No. 23 tahun

1968);

f. PT Perkebunan XXVII (PP Nomor 7 tahun 1972 LN No. 8 tahun 1972),
g PT Perkebunan Nusantara X tahun 1999.

Pada tahun 1991 PT. Perkebunan XXVII mengajukan permohonan
perpanjangan HGU, mengingat HGU PT Perkebunan akan berakhir haknya pada
tahun 1994 dan 1995. Perpanjangan HGU PT. Perkebunan XXVII ini bersamaan
dengan keinginan para petani penggarap untuk memperoleh hak milik atas tanah
tersebut. Kemudian menindak lanjuti penyelesaian kasus ini, Menteri Sekretaris
Negara dalam suratnya kepada Menteri Negara Agraria/ KBPN memberitahukan
petunjuk Presiden agar membantu pelaksanaan pemberian hak milik atas tanah
dimaksud kepada petani penggarap. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, terdapat cukup alasan untuk mencabut SK Perpanjangan HGU yaitu SK
Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur Nomor 15/HGU/35.Pj/1993 dan SK MNA/
Kepala BPN Nomor 74/HGU/BPN/1994, yang kemudian dikeluarkanlah
Keputusan Menteri Negara Agraria/ KBPN Nomor 33-VIII-1999 tentang
Pembatalan Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Ajung Gayasan-Jehggawah
Tercatat Atas Nama PT. Perkebunan XXVII Terletak di Kabupaten Jember,
Propinsi Jawa Timur. Terbitnya SK Menteri ini telah memberikan harapan
terhadap petani penggarap menjadi pemilik tanah garapannya tersebut walaupun
belum diterbitkannya SK Pemberian Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan.

3.1.2 Perubahan Tanah Negara Menjadi Hak Milik

Permasalahan agraria nasional di sektor perkebunan tidak bisa dilepaskan
dari sejarah kolonialisme, khususnya di jaman penjajahan Belanda, sistem
perkebunan Indonesia mengalami perubahan dari usaha tambahan untuk usaha
tani pangan menjadi satu sistem usaha tani yang memiliki skala ekonomi besar.

Sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Jember antara masyarakat
dengan pemerintah pada umumnya menyangkut tanah-tanah bekas Hak Erfpacht
yang menjadi hak sebagaimana yang diatur dalam UUPA yaitu Hak Guna Usaha
(HGU), tanah-tanah bekas Hak Erfpacht ini terkena ketentuan Nasionalisasi pada
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tahun 1958, setelah menjadi Tanah Negara oleh pemerintah diberikan
status Hak Guna Usaha kepada Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini PTPN
XXVIl.(wawancara dengan Bapak M. Handoko,SH., Kasubsi Penyelesaian
Masalah Tanah di Kantor Pertanahan)

Permasalahan tersebut menimbulkan tarik menarik kepentingan antara
petani penggarap dengan pemerintah. Awal mula terjadinya kasus yang dikenal
dengan peristiwa Jenggawah tahun 1979 adalah ketika Direksi PT Perkebunan
XXVII (Sekarang PTPN X) mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 15 Juli 1978
Nomor 41/ SuKep/ 1978 untuk mengadakan penataan hak garap HGU. Dengan
adanya penataan hak garap ini sebagian masyarakat merasa keberatan dengan
alasan mereka telah dirugikan adanya pihak-pihak yang tidak pernah menggarap
atau mengelola tanah tersebut telah mendapat pembagian tanah garapan. Bukti
penguasaan atas tanah perkebunan oleh petani penggarap adalah bukti secara fisik
bahwa tanah tersebut telah digarapnya selama bertahun-tahun dan merupakan
tanah garapan turun menurun.

Berbagai cara yang di tempuh oleh para petani penggarap untuk
menjadikan tanah tersebut menjadi hak milik, mereka melakukan tindakan radikal
yang telah menyita perhatian publik, diantaranya pendudukan tanah, pengrusakan
dan pembakaran gudang milik PTPN XXVII. Untuk mewujudkan keinginan
mereka, para petani menunjuk wakil petani yang tujuannya untuk dapat
menyampaikan aspirasi atau kehendak mereka kepada pemerintah.

Semakin besarnya gejolak masyarakat untuk terwujudnya kehendak
mereka maka dari hasil pertemuan wakil petani dengan Aparat Pemerintah Daerah
Tingkat I Jember, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember dalam suratnya
Nomor 590/ 904/ 436.010/ 1998 kepada Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional menyampaikan usulan untuk diberikan Hak Milik kepada
petani penggarap atas tanah perkebunan tersebut. Menindak lanjuti permohonan
Bupati Jember, Badan Koordinasi Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah
(Bakortanasda) Jawa Timur dalam rapatnya tanggal 1 Oktober 1998

berkesimpulan pemberian Hak Milik kepada petani penggarap dilakukan setelah
adanya pelepasan hak, dalam hal ini yang dimaksud adalah pelepasan hak atas
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Hak Guna Usaha PTPN XXVII. Pada tanggal 1 Oktober 1998 dihasilkan suatu
penandatanganan Perjanjian Kerjasama berdasarkan pola kemitraan antara PT
Perkebunan Nusantara XXVII dengan penerima Hak Milik atas tanah perkebunan
Ajung Gayasan-Jenggawah, pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bahwa
pthak PTPN XXVII melepaskan Hak Guna Usaha kepada negara untuk
kepentingan penerima Hak Milik yang masing-masing pihak mempunyai hak dan
kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tersebut.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, terdapat cukup alasan untuk mencabut
SK Perpanjangan HGU yaitu SK Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur Nomor
15/HGU/35.Pj/1993 dan SK MNA/ Kepala BPN Nomor 74/HGU/BPN/1994,
yang kemudian dikeluarkanlah Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 33-VIII-1999 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha
Atas Tanah Perkebunan Ajung Gayasan-Jenggawah Tercatat Atas Nama PT.
Perkebunan XXVII Terletak di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,

Setelah diterbitkannya SK Menteri tersebut Kepala Kantor Pertanahan Jember,
mencatat batalnya pendaftaran Hak Guna Usaha pada buku tanah dan daftar-daftar
umum lainnya yang ada dalam pendaftaran tanah dan mencoret Buku Tanah yang
bersangkutan dan mencatat tanah tersebut sebagai tanah yang dikuasai langsung
oleh negara serta menarik dari peredaran sertipikat HGU atas nama PTPN XXVII
dan penarikannya diumumkan 1 kali dalam surat kabar harian yang terbit dan
beredar secara umum di wilayah Kabupaten Jember. Dalam SK Menteri ini pada
diktum Keempat disebutkan bahwa sebagian tanah tersebut yang masih
merupakan tanah pertanian, sebagai tanah obyek landreform. Diktum keempat ini
menjadi dasar persyaratan yang dicantumkan pada lampiran terakhir pada
Sertipikat Hak Milik yang akan diberikan pada pemohon (petani penggarap). Pada
diktum kelimanya dijelaskan, apabila tanah yang telah ditegaskan pada diktum
keempat, akan diberikan Hak Milik kepada petani penggarap dengan suatu Surat
Keputusan Pemberian Hak Milik, diwajibkan dalam Surat Keputusan tersebut
untuk dicantumkan persyaratan bahwa kepada penerima Hak Milik diwajibkan
untuk menyediakan tanahnya kepada pihak PTPN XXVII untuk ditanami

tembakau sesuai dengan isi perjanjian Kemitraan.
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Luas bidang tanah yang dimiliki masing-masing petani, berdasarkan hasil
inventarisasi oleh TIM INVENTARISASI yang dibentuk berdasarkan SK Bupati
Daerah DATI II Jember Nomor 90 Tahun 1998. Hasil pengukuran dan pemetaan
petugas pengukur dari Kantor Pertanahan Jember dan keterangan petani pemohon
yang disetujui oleh Tim Inventarisasi dicatat dan diberikan nomor surat
inventarisasi. (wawancara dengan Bapak Soepamo, SH, Kasubsi Penataan

Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Kantor Pertanahan)

3.1.3 Tata Cara Permohonan Hak Milik

Permohonan Hak Milik sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan diajukan secara
tertulis oleh pemohon yang ditujukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor
Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.
Permohonan Hak Milik tersebut meliputi:

Permohonan hak atas tanah dilakukan secara tertulis, dengan cara mengisi
formulir (sesuai dengan pasal 9 Permeneg Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun
1999)

1). Keterangan mengenai permohonan:

(a). apabila perorangan : nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan
pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/ suami dan anaknya yang
masih menjadi tanggungannya;

(b). apabila badan hukum : nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan
pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh
pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum
yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2). Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik :

(a). dasar penguasaan atas alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat

kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah
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dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta
PPAT, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya,

(b). letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi
sebutkan tanggal dan nomomnya);

(c). jenis tanah (pertanian / nonpertanian);

(d). rencana penggunaan tanah,

(e). status tanahnya (tanah hak atau Tanah Negara);

3). Lain-lain :

(a). keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang
dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang, tanah yang dimohon;

(b). keterangan lain yang dianggap perlu.

Setelah berkas permohonan diterima, kemudian Kepala Kantor Pertanahan
meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak
Milik atas tanah dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau
tidaknya dikabulkan atau di proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian keputusan Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor
Pertanahan, setelah mempertimbangkan pendapat dari Kepala seksi Hak Atas
Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Peneliti Tanah atau Panitia Pemeriksa
Tanah A, maka Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Surat Keputusan
Pemberian Hak Milik (SKPHM) atas Tanah yang dimohon. Apabila SKPHM
tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, maka Kepala Kantor
Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut
kepada Kepala Kator Wilayah yang disertai pendapat atau pertimbangannya.

Kelengkapan data yuridis dan data fisik atas tanah telah diteliti dan
dipertimbangkan mengenai pendapat Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor
Wilayah menerbitkan SKPHM atas Tanah yang dimohon. Keputusan pemberian
Hak Milik jika tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah, maka Kepala
Kantor Wilayah menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Menteri/

Kepala Badan Pertanahan yang disertai pendapat atau pertimbangannya.
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Tabel - Penerbitan SKPHM dan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Ajung Gayasan-

Jenggawah.
DESA/ INVENTA- SK TERBIT
KECAMATAN RISASI PEMBERIAN SERTIPIKAT
(BIDANG) HAK
(BIDANG)

1.Cangkring/ 688 390 287
Jenggawah

2 Lengkong/ 1741 956 309
Mumbulsari

3.Jenggawah/ 1230 873 444
Jenggawah

4 Pancakarya/ 734 711 273
Ajung

5.Sukamakmur/ 901 803 292
Ajung

6.Kaliwining/ 1493 1468 824
Rambipuji

7.Ajung/ Ajung 1172 345 193

Jumlah 7959 5546 26717

Sumber : Data Subsi Penataan, Penguasaan dan Pemilikan Tanah Kantor

Pertanahan Kabupaten jember, bulan Maret 2003.

b. Pengukuran
Pengukuran bidang-bidang tanah yang kemudian dipetakan dalam peta
Pendaftaran, dibuatkan surat ukur yang dilakukan oleh Kasubsi Pengukuran,
Pemetaan dan Konversi dan Tim Inventarisasi untuk keperluan pendaftaran
haknya. Setelah melakukan inventarisasi dan pengukuran lalu dilakukan cross
check apakah sudah benar hasil inventarisasi dengan pengukuran. Biaya
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pengukuran dan inventarisasi diatur khusus untuk tanah Ajung Gayasan-

Jenggawah yaitu Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Jember Nomor 10

Tahun 1999 tentang Biaya Pelaksanaan Inventarisasi Subyek dan Obyek Atas

Tanah HGU Kebun Ajung Gayasan PTPN X Jember yang akan diberikan Hak

Milik Kepada Para Petani Penggarap.

Pengumuman.

Pengumuman mengenai tanah-tanah yang telah diukur dan yang telah

diinventarisasi diumumkan selama 1 (satu) bulan, untuk menghindari apabila

ada pihak yang keberatan mengenai hasil inventarisasi dan pengukuran yang
dilakukan oleh Badan Pertanahan dan Kepala Desa setempat.

Jika tidak ada sanggahan atau keberatan kemudian dapatlah diproses Surat

Keputusan Pemberian Hak Milik.(SKPHM)

Setelah berkas permohonan diterima, kemudian Kepala Kantor Pertanahan
meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan
Hak Milik atas tanah dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat
atau tidaknya dikabulkan atau di proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian keputusan Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor
Pertanahan, setelah mempertimbangkan pendapat dari Kepala seksi Hak Atas
Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Peneliti Tanah atau Panitia
Pemeriksa Tanah A, maka Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Surat
Keputusan Pemberian Hak milik atas Tanah yang dimohon.

Surat keputusan tersebut dicatat dalam daftar khusus yang disediakan
untuk itu dan diberi nomor urut. Dalam surat keputusan tersebut juga memuat
syarat-syarat khusus, antara lain:

1. pemohon harus membayar uang pemasukan kepada negara (sumbangan
untuk obyek landreform) yang jumlah dan jangka waktu pembayaran
dinyatakan pada surat keputusan tersebut. Namun pada pelaksanaan
pendaftaran tanah untuk tanah di Ajung Gayasan-Jenggawah ini bagi
warga tidak dikenai biaya ganti rugi/ uang pemasukan kepada negara. Hal

ini merupakan suatu kebijakan dari pemerintah ;
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2. hak yang diberikan, harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember dengan membayar biaya pendaftarannya (pada
loket III);

3. negara membebaskan diri dari pertanggung jawaban mengenai hal-
hal yang terjadi sebagai akibat pemberian hak itu. Namun untuk
sertipikat yang akan diberikan kepada petani penggarap Ajung
Gayasan-Jenggawah ini dicantumkan persyaratan bahwa penerima
Hak Milik dalam segala penggunaan atau pengalihan haknya harus
dengan seijin kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Apabila data-data sudah lengkap, maka Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember mengeluarkan SKPHM atas tanah yang dimohon dan
memberitahukan hal itu kepada Pemohon dan penyerahannya dilakukan oleh
petugas teknis Loket IV, pemohon diminta agar segera memenuhi kewajiban
yang telah ditentukan pada surat keputusan tersebut.

Pendaftaran Hak Atas Tanah

Apabila semua syarat yang terdapat dalam SKPHM dipenuhi, maka
dapatlah didaftarkan oleh pemohon pada Loket IV, dengan menyerahkan
SKPHM dan bukti pembayaran yang akan ditujukan kepada Kepala Seksi
Pendaftaran Tanah untuk segera melakukan pendaftaran hak itu pada buku
tanah yang merupakan suatu catatan yang memuat semua keterangan
mengenai tanah yang dimohon, siapa pemegang hak, nomor hak, luas, letak
dan lain sebagainya. Apabila setelah diperiksa dan disetujui maka berkas
tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Penerbitan Sertipikat.

Setelah Kepala Kantor Pertanahan menyetujui Buku Tanah yang diajukan
oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan dibuatkan salinan buku tanah hak
yang kemudian diserahkan pada petugas Loket 111 untuk membukukan berkas
tersebut. Salinan buku tanah dalam praktek merupakan hasil karbon dari
ketikan buku tanah hak . Setelah dibukukan salinan tersebut diserahkan pada
petugas Loket 1V, untuk mencatat nomor Buku Tanah yang disatukan dengan
surat ukur/ gambar situasi tanah yang diberi sampul khusus yang kemudian
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dijilid dan hasilnya disebut Sertipikat. Penyerahan Sertipikat Hak Milik
kepada pemegang hak dilakukan oleh Petugas Loket V.

Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan khususnya
mengenai tanah-tanah yang tercantum pada SKMNA/KBPN Nomor 33-VIII-1999
ini memiliki kekhususan dan diluar kebiasaan, pada Sertipikat Hak Milik
tersebut terdapat persyaratan yang dilampirkan pada halaman terakhir yang isinya
mengenai: 'Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember tgal. 20-03-2001 No. 11-420 335 34-2001 tanah yang
diberikan dilarang dialihkan kepada pihak lain, baik sebagaian atau
seluruhnya kecuali diperoleh izin dari Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember.". Jadi Sertipikat Hak Milik yang dimiliki oleh petani/ warga
Ajung Gayasan-Jenggawah ini adalah Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang
Bersyarat.

Persyaratan ini tujuannya tidak lain adalah untuk mempertahankan
perkebunan tembakau di Kabupaten Jember yang terkenal identik dengan sebutan
kota tembakau. Pertembakauan di daerah Jember harus dilestarikan, sebab
tembakau Jember jenis Na Oogst mempunyai kualitas nomor satu dan diminati
oleh kalangan atau masyarakat luar negeri, begitu pula dengan tembakau jenis
Tembakau Bawah Naungan (TBN) yang kualitasnya tidak kalah dengan jenis
tembakau lainnya.(wawancara dengan Bapak Imam Chudlori, selaku wakil petani
dari Jenggawah).

Selain itu persyaratan ini sesuai dengan pasal 6 UUPA yang memuat
pernyataan penting mengenai hak-hak atas tanah yang merumuskan secara singkat
sifat kebersamaan atau kemasyarakatan hak-hak atas tanah menurut konsepsi yang
mendasari Hukum Tanah Nasional. Pasal 6 UUPA tersebut menyebutkan bahwa
semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Tidak hanya Hak Milik, tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi
sosial, demikian ditegaskan dalam Penjelasan pasal tersebut. Dalam Penjelasan
Umum UUPA, fungsi sosial hak-hak atas tanah tersebut disebut sebagai dasar dari
Hukum Tanah Nasional kita. Dalam Penjelasan Umum tersebut dijelaskan bahwa
hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa
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tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk
kepentingan pribadi, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada
haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang
mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Tetapi
ketentuan tersebut tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak
sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-undang Pokok Agraria
memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan
masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga
pada akhimya akan tercapai tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan
kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (pasal 2 ayat (3) UUPA).

3.1 Hambatan- hambatan Yang Timbul Dalam Proses Pensertipikasian Hak
Milik Atas Tanah Ajung Gayasan-Jenggawah.
Dilihat dari hasil pendataan Kantor Pertanahan Jember, ternyata masih
banyak bidang tanah yang belum di daftarkan haknya tepatnya 2413 bidang tanah
dari 7959 bidang tanah yang luasnya 3.117,0214 ha.

3.2.1. Hambatan yang timbul dari pihak Petani Penggarap

Petani penggarap yang belum memperoleh Sertipikat ataupun SK
Pemberian Hak Milik dari Kantor Pertanahan disebabkan ketidak mampuan
mereka untuk membayar biaya administrasi untuk pengurusan sertipikat Hak
milik, menurut hasil wawancara dengan salah satu wakil petani (Bapak Sentot
Soekamno), petani penggarap sebagian kecil memiliki perekonomian lemah,
walaupun mereka pemilik tanah namun luas tanah yang mereka punyai sangat
sempit rata rata 2000-3000 m*\ 0,2-0,3 Ha bahkan ada yang kurang dari jumlah
tersebut, tanah tersebut mereka sewakan kepada PTPN X,

Para petani yang belum mendaftarkan tanahnya tersebut sebagai bukti
kepemilikannya mereka hanya memegang hasil daftar inventarisasi yang diadakan
oleh TIM INVENTARISASI tahun 1998 dan Surat/ Keputusan Pemberian Hak
Milik dari Kantor Pertanahan Jember serta bukti Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan
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Bangunan yang disahkan oleh desa dan kecamatan serta kantor Pajak. Namun
biaya inventarisasi dan pengukuran khusus untuk bidang tanah pertanian Kebun
Ajung Gayasan-Jenggawah ini diatur oleh Keputusan Bupati nomor 10 Tahun
1999 tentang Biaya Inventarisasi Subyek dan Obyek atas Tanah HGU Kebun
ajung Gayasan PTPN X yang akan diberikan Hak Milik pada Petani Penggarap.

Pengurusan permohonan Hak Milik oleh petani yang perekonomiannya
lebih baik atau mampu melunasi administrasi untuk pengurusan Sertipikat
diserahkan sepenuhnya kepada Wakil Petani yang pembiayaannya ditanggung
oleh petani/ pemohon.

Selain itu dengan adanya persyaratan yang tedapat dalam sertipikat Hak
Milik untuk tanah Ajung Gayasan-Jenggawah ini, masyarakat enggan untuk
mengurus pensertipikasiannya sebab masih ada keragu-raguan tentang kekuatan
pembuktian Hak Milik atas tanahnya tersebut, mengingat ciri khusus dari Hak
Milik Atas Tanah yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh, sebagaimana diatur
dalam pasal 20 UUPA.

3.2.2. Hambatan yang dialami Kantor Pertanahan Jember

Mengenai prosedur penerbitan sertipikat tanah yang pengurusannya
melalui Kantor Pertanahan memerlukan waktu yang lama. Salah satu faktor
penghambat adalah mekanisme kerja pegawai kantor Pertanahan di Jember yang
jumlahnya sedikit, mengakibatkan terbatasnya hasil yang diharapkan dalam waktu
yang singkat, selain itu hambatan lain dalam proses penerbitan sertipikat adalah
kurang lengkapnya data-data yang diajukan oleh pemohon sebagaimana yang
telah diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga
pada akhimya permohonan tersebut ditangguhkan dahulu sampai dengan
dilengkapinya data-data yang diperlukan oleh Kantor Pertanahan.
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3.1 Akibat Hukum dari Pensertipikasian Tanah tersebut dan Implikasinya

atas Pelimpahan Hak Milik pada Petani Penggarap di Ajung Gayasan-
Jenggawah,
Apabila kita lihat dari tujuan diadakannya pendaftaran tanah, akibat

hukum dari pensertipikasian tanah tersebut adalah;

a.

petani penggarap di Ajung Gayasan-Jenggawah adalah pemilik sah dari
Tanah tersebut sesuai keterangan/ data yang tertulis pada Sertipikat Hak
Miliknya, status mereka bukan lagi petani penggarap/ buruh tani namun
mereka menjadi petani pemilik tanah garapan, Hak Milik adalah hak yang
turun temurun, terkuat dan terpenuh dan dapat beralih dan dialihkan.
Pemegang Sertipikat Hak Milik berhak penuh atas tanah yang dimilikinya
dengan kata lain mereka dapat mengalihkan Hak Milik atas tanahnya dengan
dibebani Hak Tanggungan (Pasal 20 UUPA), perlu diingat Sertipikat Hak
Milik yang diberikan kepada para petani di Ajung Gayasan-Jenggawah ini
memiliki persyratan khusus yang diluar kebiasaan yaitu apabila pemilik
sertipikat tersebut, apabila ingin mengalihkan haknya pada orang atau badan
hukum sebagai jaminan untuk permohonan kredit maka pelaksanaan/
pemberiannya harus seijin Kepala Kantor Pertanahan Jember.
sertipikat diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan
hukum kepada pemegang hak atau suatu bidang tanah dan hak lain yang
terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang
yang bersangkutan. (Effendi, 1993:463)
diterbitkannya sertipikat adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-
pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum
mengenai  bidang-bidang tanah yang didaftar selain itu juga untuk
terselenggarakannya tertib administrasi pertanahan.

Diberikannya pelimpahan Hak Milik atas Tanah Negara yang awalnya dari

HGU PTPN XXVII yang dibatalkan oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya SK
Menteri Negara Agraria/ KBPN Nomor 33-VIII-1999 ini membawa perubahan
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dan pengaruh yang besar pada kondisi ekonomi, sosial budaya, kesejahteraan dan
pendidikan warga petani.

Apabila kita melihat upaya-upaya petani untuk mendapatkan Hak Milik
atas Tanah, diantaranya dengan cara melakukan pengiriman surat-surat yang berisi
permohonan kepada Presiden, para Menteri dan Instansi Pemerintah lainnya untuk
diberikan pelimpahan Hak Milik atas Tanah yang mereka duduki dan telah lama
mereka garap sejak jaman nenek moyangnya, hal ini membuktikan bahwa mereka
benar-benar mempertahankan hak-hak mereka dan surat menyurat ini dicatat
lengkap oleh wakil petani untuk dijadikan dokumen penting.

Sampai terselesaikannya kasus ini, petani tidak pernah berupaya untuk
menyelesaikan kasus Tanah Jenggawah ini ke Pengadilan sebab dalam
penyelesaiannya membutuhkan biaya yang sangat besar, rumit, memerlukan
tenaga yang banyak dan waktu yang lama. Para wakil petani sepakat untuk
berusaha menyelesaikan sendiri tanpa ada pihak lain yang ikut masuk dalam
kelompoknya. Sampai saat ini sebagian petani dapat menikmati dan memiliki
tanah tersebut tanpa terikat dengan pihak lain. Namun ada beberapa petani yang
keberatan disebabkan oleh Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang mereka punyai
merupakan sertipikat yang bersyarat sehingga tanah yang mereka punyai tidak
dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain secara bebas, hal ini bertentangan
dengan bunyi pasal 20 ayat (2) UUPA. Sebagian para petani bersedia
menyewakan tanah pertaniannya kepada PTPN X untuk dikelola dan ditanami
tembakau jenis Na Oogst dan TBN dengan pola kerjasama "Kemitraan"
berdasarkan perjanjian yang ditanda tangani pada tanggal 1 Oktober 1998 antara
PTPN XXVII (sekarang PTPN X) dengan petani penggarap. Pola kemitraan ini
diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Inti dari pola kemitraan
adalah mengembalikan persoalan Lahan HGU seperti sedia kala yaitu berdasarkan
perjanjian kedua belah pihak berupa pembagian 7-17.

Pembagian 7-17 maksudnya, baik PTPN X, maupun petani berhak atas
lahan tersebut dengan ketentuan dalam 24 bulan sekali selama 7 (tujuh) bulan

digarap PTPN X dan petani penggarap berkesempatan menggarap selama 17

(tujuh belas) bulan dengan menanami padi, semangka atau tanaman lainnya.
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Untuk pelaksanaan pola kerja kemitraan ini pihak PTPN X membayar uang sewa
kepada petani atas tanah yang telah dipergunakan untuk penanaman tembakau.
Harga sewa pertahunnya sebesar Rp. 4.500.000 /ha ( Empat juta lima ratus ribu
rupiah per hektar), untuk penanaman tembakau pihak PTPN X tiap tahunnya
menyewa 500 ha.

Selama penanaman tembakau oleh PTPN X, akan membuka peluang kerja
bagi petani yang telah disewa tanahnya, mereka dapat sebagai pekerja sesuai
dengan keahliannya untuk menggarap tanah yang ditanami tembakau. Walaupun
mereka harus bekerja diatas tanahnya sendiri yang terpenting mendapat
penghasilan yang layak.

Dampak lain dari adanya pola kerja kemitraan ini adalah apabila dilihat
dari sosial budayanya, semakin terbinanya hubungan baik antar pihak PTPN X
dengan petani, mereka sama-sama saling membutuhkan dan pada akhirnya
terbinalah hubungan yang harmonis antara kedua pihak.

Adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik yang diberikan kepada petani
penggarap ini mereka dapat menjaminkan sertipikat tersebut dengan dibebani Hak
Tanggungan pada bank yang mereka inginkan (pasal 25 UUPA), Walupun
sebelumnya pernah terjadi penolakan permohonan pemberian jaminan pada bank
tersebut karena disebabkan adanya persyaratan dalam Sertipikat Hak Milik yang
dipegang oleh pemohon (petani penggarap), namun setelah adanya rekomendasi
dari Kepala Kantor Pertanahan Jember akhirnya permohonan mereka dapat
diterima atau dikabulkan oleh bank.. Penolakan ini menimbulkan keragu-raguan
bagi para petani yang belum mendaftarakan tanahnya pada Kantor Pertanahan.

Petani sebagai pemilik sah dari tanahnya berhak sepenuhnya terhadap
tanah tersebut, namun apabila melakukan pengalihan hak tanah tersebut harus
seijin/ sepengetahuan Kepala Kantor Pertanahan Jember. Penguasaan tanah oleh
masyarakat Ajung Gayasan-Jenggawah atas tanah bekas HGU ini merupakan
perwujudan dari tindakan hukum yang mengacu pada Pasal 9 ayat (2) Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu :

"Tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai
kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk
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mendapatkan manfaat dan hasil, baik untuk diri sendiri maupun
keluarganya".

Tanah garapan tersebut telah menjadi milik masyarakat petani penggarap
dan dikuasai oleh masyarakat, akan tetapi dengan pola kemitraan ini hasil usaha
penanaman tembakau diserahkan kepada PTPN X sebagai pemilik tembakau
sekaligus penyewa bidang tanah yang digunakan untuk penanaman tembakau.
Dalam pemrosesan tembakau untuk dijadikan rokok berkualitas atau bungkus
luar cerutu yang akan diekspor ke luar negeri juga membutuhkan tanaga kerja
yang sangat banyak dan produktif, hal ini juga mendatangkan peluang kerja bagi
petani penggarap yang tentunya akan menambah pendapatan mereka. Pola
kerjasama kemitraan ini harus tetap dipertahankan dan di sosialisasikan sebab
mendatangkan dampak yang positif khususnya untuk menunjang perekonomian

petani Ajung-Jenggawah Kabupaten Jember.
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1V, KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan Pembahasan tentang Pelaksanaan Pensertipikasian Tanah
Negara menjadi Hak Milik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa proses peralihan Tanah Negara eks Hak Guna Usaha PTPN X untuk
manjadi Hak Milik adalah sesuai dengan prosedur yang berlaku khususnya
sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Untuk memberikan kepastian hak dan jaminan hukum perlu adanya bukti
secara otentik mengenai keberadaan kepemilikan suatu hak atas tanah
yang dituangkan pada sertipikat hak atas tanah. Sertipikat Hak Milik atas
tanah milik warga Ajung Gayasan-Jenggawah memiliki status sertipikat
bersyarat, yaitu menginstruksikan kepada pemegang sertipikat apabila
pemegang hendak mengalihkan haknya maka harus seizin/ sepengetahuan
Kepala Kantor Pertanahan. Persyaratan ini merupakan suatu kebijakan dari
pemerintah yang bertujuan untuk melestarikan dan menjaga sistem
pertembakauan di Kabupaten Jember. |

79 hambatan-hambatan yang timbul dalam pensertipikasian tanah tersebut
diakibatkan dari kurangnya atau terbatasnya kinerja dari staf Kantor
Pertanahan di Kabupaten Jember dan masyarakat kurang memahami arti
penting dari sertipikat, selain itu biaya untuk mendapatkan atau
mengurusnya sangatlah tinggi.

3. diadakannya Kerjasama Pola Kemitraan antar Petani dengan pihak PTPN
X ini bertujuan untuk :

a. tercapainya pemberdayaan Sumber Daya manusia khususnya petani
yang handal di bidang pertanian khususnya tanaman tembakau;

b. terwujudnya hubungan kerjasama yang selara, harmonis, saling
menghormati, saling membutuhkan dan saling menguntungkan,;

¢. memberikan kepastian hukum penggunaan tanah bagi penerima Hak
Milik sehingga akan meningkatkan produktifitas tanah yang pada

37
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a. gilirannya akan terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat petani
penggarap maupun peningkatan hasil usaha PTPN X.

Pola kerjasama Kemitraan ini sangatlah menguntungkan bagi kedua
belah pihak. Petani sebagai pemilik tanah perkebunan eks HGU PTPN X
dapat menggunakan tanahnya semaksimal mungkin sesuai dengan isi
perjanjian kemitraan dengan PTPN X

4.2 Saran

1. Sertipikat Hak Milik dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah tidak diatur mengenai persyaratan didalamnya, untuk itu
Pemerintah masih perlu menelaah kembali adanya sertipikat yang bersyarat
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jember untuk tanah Ajung
Gayasan-Jenggawah, mengingat Hak Milik adalah hak yang terkuat dan
terpenuh. Setiap kegiatan peralihan hak atas tanah, khususnya pada tanah di
perkebunan Ajung Gayasan-Jenggawah sebaiknya harus ada izin dari Kepala
Kantor Pertanahan Jember, hal ini bertujuan untuk melindungi petani pemilik
agar tanah perkebunanan yang dialihkan haknya, tetap berfungsi sebagai tanah
perkebunan.

2. Tanah-tanah yang belum ada bukti kepemilikannya agar segera didaftarkan
pada Kantor Pertanahan, karena tanda bukti pembayaran/ pelunasan pajak
bukanlah alat bukti kepemilikan hak atas tanah.

3. Pola kerja "Kemitraan" harus disosialisasikan secara terus menerus dan
konsisten pada petani penggarap, tidak hanya petani perkebunana Ajung
Gayasan-Jenggawah saja namun pada petani penggarap yang ada di daerah
perkebunan lainnya. Kemitraan merupakan pola kerjasama yang dapat
menimbulkan atau menghasilkan keuntungan kepada kedua belah pihak

berdasarkan kesepakatan bersama.
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No. inv.:______
DARTAKU NN TRIELS A G STARAH AU [KEBUN [A3UNG GAYASAN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X JEMBER
YANG AKAN DIBERIKAN HAK MILIK
KEPADA PARA PETANI PENGGARAP

Dusun Desa Jenggawah Kec.Jenggawah Kab.Dati I1I Jember

[. TANAH GARAPAN
1. Status tanah .

2. L uas : a. tanah sawah : M2
. b. tanah kering : M2
3. Batas-batas
Tanah Sawah Tanah Kering

Utara : 13

Timur k.

Selatan: AL

Barat

1. PENGGARAP
1. Nama / Umur / Tgl.Lahir
2. Jumlah keluarga yang masih
manjadi tanggungannya / Umur
a. Nama Istri / Suami : ' thn
‘b. Nama anak ¢ AL " thn

: thn
. thn
) thn
X thn

. thn

Tt W -

Tempat tinggal

. Pekerjaan

LLama penggarupan

Dasar perolehan garapan

o v B L

I. PENGUSAHAAN TANAH GARAPAN

1. Cara pengusahaan : Sendiri / Pihak lain
2. Tanaman dominan yang ada

3. Peruntukan dan Penggunaan
Tanah (RUTR) Pertanian/Non Pertanian/Lain-lain
V. LAIN-LAIN
Tanah yang telah dimiliki : M2
Terletak di Desa 1
Kecamatan 4
Kabupaten ¥

Jenggawah,_ 1999

Penggarap Tanah
ztugas Inventaris

Mengetahui dan membenarkan

Kepala Desa Jenggawah Wakil Petani



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LAMPIRAN 5


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL'
' NOMOR : 33-VIII-1999 |
i TENTANG . :
PEMBATALAN HAK GUNA USAHA ATAS TANAH PERKEBUNAN
AJUNGGAYASAN - JENGGAWALI TERCATAT
ATAS NAMA PT. PERKEBUNAN XX V1L
TERLETAK DI KABUPATEN JEMBER, PROPINSIJAWA TIMUR

=

MENTERI NEGARA AGRARIA/ .
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Membaca . Sural Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi

' Jawa Timur tanggal 6 Oktober 1998 nomor 530.35-14427 kepuda
Menleri Negara Agraria/Kepala Badun Perlanafai “Nasional, perihal |
usulan penyclesaian  kasus tanah * perkebunan  Ajunggayasan -
Jenggawah atas nama PT. Perkebunan Nusantara X (dahulu PT.
Perkebunan XXVII) di Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur,
beserta surat-surat yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Menimbang @ a. bahwa tanah perkebunan Ajunggayasan - Jenggawah yang diusulkan
pembatalan haknya tedetak di Kabupaten Jember, Propinsi Juwa
Timur, berdasarkan Sertipikal scbagaimana tersebul dalam dallar
lampiran keputusan ini scluruhnya scluas 3.117,0214 ha, berslolus
lMak Guna Usaha tercatat atas nama PT. Perkebunan XXV
(sekarang PT. Perkebunan Nusantgra X); diperoleh berdasarkan

< Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Timur tanggal 16° Nopember 1993 nomor
15/HGU/35.P1/93 (scluas 301,9783 ha) dan Sural Kepulusan Menteri
Negara Agraria/IKepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23
Nopember 1994 nomor 74/1HGU/BPN/1994 (scluas 2.815,0431 ha).

b. bahwa tanah perkebunan tersebut diatas berasal dari tanah bekas Hak
Erfpacht, tercatat atas nama Landbouw Maatschappij Oud Djember
(LMOD); dan berdasarkan Undang-Undang nomor 86 tahun 1958
tnuh terscbul terkena Nasionalisasi sehingga menjadi tinah negura
yang penguasaannya dipegang oleh PT. Perkebunan XXVIL Jember,

¢. bahwa Bupali Kepala Dacrah 'l'ingkullll Jember dalam suratnya
tanggal 8 Juni 1998 nomor 590/904/436.010/1998 kepada Menteri
Negara Agrariw/Kepala Badan Pertanahan Nasicnal menyampaikan
usulan untuk diberikan Hak Milik kepada petani penggarap alas
tanah perkebunan terscbul. ’

t/  d. bauhwa Badan Koordinasi  Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah
(Bakorstanasda) Jawa Timur dalam rapatnya tanggal 1 Oktober 1998
berkesimpulan  pemberian Hak Milik kepada pelani penggara)
dilakukan setelah ada pelepasan hak. '

/ c. bahwa A‘ﬁ/ ;
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¢. buhwa Perjanjian Kerjasama berdasarkan pola kemilraan antara PT.
Perkebunan Nusantara - X dengan penerima Hak Milik alas tanah,
perkcbunan Ajunggayasan - Jenggawah, yang ditanda langani pada
tanggal | Oktober 1998, discpakati bahwa pihak I Perkebunan
Nusantara X (dahulu PT. Perkcbunan XXVII1) melepaskan klak Guna
Usaha scbagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini kepaca
negara untuk kepentingan penerima Hak Milik, yang masing-masing
pihak mempunyai hak dan kewajiban scbagaimana (ertuang dalam’
Perjanjian Kerjasama terscbul. ‘

[, bahwa Menteri Sckretaris Negara dalam suralnya tanggal 28 Januari
1999  nomor B.6G1/M.Scsneg/1/99  kepada  Menleri  Negara
Agrari/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  memberitahukan
petunjuk Bapak Presiden agar membantu pelaksanaan pemberian hak
milik atas tunah dimaksud kepada petani penggarap.

g. buhwa  berdasarkan  pertimbungan-pertimbangan  tersebut  diatas,
terdapal cukup alasan untuk mencabul Sural Kepulusan Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanaban Nusional Propinsi Jawa Timur
tanggal 16 Nopember 1993 nomor 15/HGU/35.Pj/93, dan Sural
Keputusan  Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan
Nasional tanggal 23 Nopcmber 1994 nomor 74/LIGU/BPN/1994, dan
membatalkan pendullaran Fak Guna Usaha sclmbmmau'l lerscbut
dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini,

» 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 (Lembaran Negara luhun l960

nomor 104). :
2, Peraturan Pemerintaly nomor 224 whun 1961 (l_.(..mbman Ncbula
tahun 1961 nomor 28Q) jo. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun
1964 (Lembaran Negara tahun 1964 nomor 112).
3. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 (Lembaran Negara tahun
1997 nomor 59).

4. Keputusan Presiden nomor 122/M/Tahun 1998.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 lahun 1973..
G. Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan

‘Nasional nomor 3 tahun 1997.
7. Peraturan Menleri Negara Agrarin/ICepala Badan Pertanahan
Nasional nomor 3 tahun 1999, :

MEMUTUSKAN = Y/ eqpignan

: Membatalkan pendaftaran Hak Guuna Usaha sebagaimana terscbut
dalam dallar  lampivan  kepulusan  ini, atas tanah  perkebunan -

Ajunggayasan - Jengpawah terletak di Kabupalen Jember, Propinsi
Jawa Timur, dan menyatakan Sertipikatnya tidak berlaku lagi scbagai
tanda bukti hak yang sah serta tanahnya dikuasai langsung olch negara.

: Mencabul Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Propinsi Jawa Timur tanggal 16 Nopember 1993 nomor
15/11GU/35.Pj/93 dan Surat Keputusan Menleri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional (anggal 23 Nopember 1994 nomor
74/HGU/BPN/1994  tentang pemberian Fak Guna Usaha, alas nama

/ T, Perkebunan ﬁ/
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KEEMPAT
\-

KELIMA
L_.\

EPADA :

Ir, Direktur PT. Perkebunan Nusantara X

T Perkebunan XXVIL (sckaang T, Perkebunan Nusantara X)
berkedudukan dit Surabaya dan menyatakan tnahnys sebagai tanah
yang dikuasai langsung oleh negara.

: Memerintahkan kcpadéx Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

.o R ——— - s . . ——
untule ;

a. Mcncalat .batalnya pendaltaran lak Guna Usaha sebagaimana
dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini, pada Buku Tanah dan
daltar-daftar umum lainnya yang ada dalain administrasi pendallaran

tanah, serta mencoret Buku Tanah yung bersangkutan dan niencalal .

lanahnya sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara,

b. Menarik dari peredaran Sertipikat Hak Guna Usiha scbagaimana
tersebut dalam daftar lampivan keputusan ini atas nama P
Perkebunan XX VI, dan apabila penarikan tersebut tidak dapal

dilaksanakan agar divmumkan 1 (satu) kali dalam surat kabar hariun

yang terbit dan beredar secara umum diwilayah Kabupaten Jember
mengenai isi Diklum Perlama dan Kedua Keputusan ini.

: Menegaskan sebagian tanah (ersebut yang masih merupakan tanah

pertanian sebagai tanah obyek Landrcform.

: Apabila tanah yang telah ditegaskan scbagaimana  dimaksud pada

Diktum Keempat akan diberikan Mak Milik kepada pelani penggarap
dengan suatu Surat Keputusan, diwajibkan dalam Surat Keputusan
tersebutl untuk dicantumkan persyaratan bahwa kepada penerima Hak
Milik  diwajibkan untuk menycdiakan tanahnya. kepada pihak PT.
Perkebunan Nusantara X untuk ditanami tembakau sesuai dengan isi

pejanjian sebugaimana dimaksud dalum konsideran menimbang huruf

¢ Keputusan ini,

P Apabila dikemudian hari teedapat kekeliruan/kesalahan, akan ditinjau

kembali sebagaimana meslinya,

DITETAPKAN DI D JAKARTA

l’ADA'I'/\NGGAI./j : 1 Oktober 1999

elalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional : ;
opinsi Jawa Timur, Surabaya, '

I TEMBUSAN ...
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AT S

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yih. :

|, Sdr.
2. Sdr.
3. Sdr.
. 4, Sdr.

5. Sdr.

aeigwhatali-4

Depuli Bidang Hak-Tak Atas Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta,
Dircktur Pengurusan Hak-Hak Alas Tanah, Badan Pertanahan Nasional Jakarta.
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Pertanahan ‘Nasional
Jakarta.

Kepala Kantor Wiayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Jawa Timur, Surabaya. '

Kepala Kantor Pertanahan Kabupalen Jember, Jember. f/
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DI

-~  BADAN PERTANAHAN NASIONAL

_J,I KANTOR PERTANAHAN .oom e o AR T
), D . TS e SRR N S oS SRR
TRIP. st

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH
S o 1 o O

. |
1Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya ......c.ccccceveevennene.. menerangkan bahwa :

Sebidang tanah terletak di

Jalan IR i, S S S
T/RW T ol e cuksmiiiuesvanonssrme et gt o v A s o R R AR
Desa/Kelurahan vt s o s S e R e R TV SO e Al e e TS s 8 o e ma imiee
fecamatan . e VT N, . . S s s
e or e et dote e T e B A TN N
Mas = AP S IR Mo T I N NI s e
NIB o T o AR, S eSS vy aileay atis v e o e e

Jerdasarkan Dokumen Pendaftaran tanah yang ada pada Kantor Kami, bidang tanar
ersebut sudah/belum diterbitkan Sertipikat dengan

Atas Nama 7% YN OETCHOWEI RS g TIN5 By bt Wi o e a0 soaas s abialpWra v ane
Jenis dan Nomor Hak
Luas S - U G N iR e e s
atatan i iy S L

urat kéterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan atas permohonan :

lama
ikt B L o T e e ey SRS .
lomor KTP - T T el .. crcosnnsnssosfud B nsenysssaneans
ekerjaan i : :
lamat

.......................................................................................................

irat Kéterangan Pendaftaran Tanah ini bukan merupakan Tanda bukti Hak Atas Tanah.

Diterbitkan & di vovreeeeeiiee e
ENaQa] WIET ool 0 civsanssnmimss

An. Kepala Kantor Pertanahan

Kepala Seksi
Pengukuran dan Pendafltaran Tanah
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Luiipiud Gt ‘ {
Kepadé 7R

Sdr. Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya .............
i maismissisissisivssssisssesnernnnnons
4 .
rgan hormat,
8 .
x bertanda tangan dibawah ini :
;. Nama : .......... L o e R R
~ Umur § e eesssssessrassestissiiaaTRe PSS e e O s s ta e e TSNS S A SRS TR AR e R eSS S0V
" Pekerjaan C e eviesesmessesessssuessestesuessseReREeESETETSEETEStSEIL I NSRS P LR e
b, Nomor KTP .o s g1 L S T
| Alamat N Sequses ...................

wam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/selaku kuasa dari :

Nama 5 iasteenirine b o e s i D B st rehss st AT R

Umur o R o ST .

Pekerjaan = i Jo— ¥ N —— B e RN S SR

UNOMOE KTP T ciuvuirsrsssssssnsssssssissssessmmmssenasc e sssssssatnss O W s

‘Alamat e et R TR R
wdasarkan surat kuasa NOMOr .......ceeeenne tANGOAL i vvveririinnasesarsens , dengan ir
wngajukan permohonan ! :

1. Pengukuran 8. Pemecahan/Penggabungan Hak

2. Konversi/Pendaftaran Hak 9. Pendaftaran Hak Tanggungan

3. Pendaftaran Hak Milik Sarusun 10. Roya atas Hak Tanggungan

4, Pendaftaran Tanah Wakaf . 11. Penerbitan Sertipikat pengganti

5. Pendaftaran Peralihan Hak 12. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

6. Pendaftaran Pemindahan Hak 13. Pengecekan Sertipikat '

7. Pendaftaran Perubahan Hak 14. PenCatatan ....cooveeerirenrrneiecresasiasiusassasans
&s bidang tanan hak/tanan negara :
©* TRHOTEI B -..vsvissmeasses imriubesmosiusa messnessaeesesihsehiiate SRR oo TS SsaneEiap s s g

D€53 [ KeIUraNaN...ooiimiissuseuscusimmmannisssissssss s s s s Lo A O S e

Ty WU 1o e L i

KabUpaten / KOLBMAGY ....uuueeeeuusssssrnmssasssissssissunmpsssmnseniss syt e

NOMOP HEK L cucusscsoniiliorsfieororossesesangfansipe sihmbs raskaluas oarssrssr s g0 sfffagy oo commr g e =7

»aar

& mge

Ve A e o e datisean DA RELIRTIC 4O PAL
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Lampiran 14

SWRAT@ERNYNTAAN PENGUASAANRISIK
BIDANG TANAH (SPORADIK)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Umur

Pekerjaan
Nomor KTP

Alamat

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di -

Jalan

RT/RW
Desa / Kelurahan
Kab. / Kodya

NIB

Status Tanah
Dipergunakan untuk

Batas - batas tanah :

Sebelah Utara
Sebelah Timur
Sebelah Selatan
Sebelah Barat

Bidang tanah tersebut saya peroleh dari

................ sejak tahun ... yang

sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan / menjadi jaminan sesuatu hutang dan
tidak dalam sengketa.

Surat pernyataan ini saya buat dengan scbenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia untuk
mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila ternyata pemyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan
pihak - pihak yang berwenang,

l. Nama
Umur

Pekerjaan

Alamat

2 Nama
Umur

Pekerjaan :

Alamat

Saksi - saksi :

Mengetahui :
Kepala Desa/ Kelurahan

File Lampiran |4 Penguasaan Fisik Spo/10/13/97/12:16 PM
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BADANE PERTANAHANNASTONAE S

¥ J; KANTOR PERTANAHAN oot A
3 TEIP. ...oeceerecsssnsnsssssstssansasanenssnantsssntsnsinnnenssnnnessasssnsesasasans
— - -

- Kepada Yth. :
2n
Pemberitahuan akan dilaksaanakannya ' BOE: . cacssir o aE
Penetapan batas bidang. [ SRR S

Sehubungan dengan adanya permohonan pendaftaran hak atas tanah yar
terletak di:

R RW i slossvees-iiaiasese rugontiths s ot L BN B cusuisuiass
Desa/Kelurahan ......ccceeu.
KECAMISEAN ... 00 s cersthneenavessssmsisinsssassaiiessots Pt s s o
Kabupaten/KOtBMBAYa .....cccueeeieriiiieiirirsneisssssre it snsssss st

Memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 1997 tentang Pendaftaran iyo Pasal 20 Peraturan Menteri Agrar
NOMON o2 iomseronssad £ ..o fivanreanss tentang pengukuran dan pemeteaz
untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah, kami harapkan kehadire
- Saudara untuk menghadiri penetapan batas dan pengukuran bidang tanah :

atas pada tanggal ......cccccevveeiienne

Jika dalam waktu 10 (sepuluh) hari sesudah tanggal tersebut Saudara tide
hadir, maka kami akan melakukan penetapan batas dan pengukuran bidar
tanah tersebut tanpa kehadiran Saudara sebagai pemilik yang berbatasan.

Demikian untuk menjadi perhatian.

............................................

Yepzla Seksi
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
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Lampiran 40

Dr o7
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
/‘ \: KANTOR PERTANAHAN
&4{!' -------------------------------------------------
GAMBAR UKUR
Tahun ........
[ 1Ty (s Ly DNOTOC S o s oo s 7 o Nomor: ...ovveviineeannnn,
Nomor: ..oovvvvnvnnnnn. Bevmeres NOMOT | aatines, e, NOMIOLS «crivasiiiisairn e on
I DEROT 2 oy wonvvnaiiis s oo i 7010 ] . S INOITION & .. ..eeiiemnsmenessossis
(o) 5y [T R B L e e INOMIOE. 7 .« ovsivniesvsmarvonassis

I. LOKASI

-,
Nomor Peta Pendaftaran
Nomor Foto Udara

Desa’Kelurahan
Kecamatan
Kabupatern/Kolamadya

II. KETERANGAN PENGUKUR

Pengukur/Badan Hukum
Tanggal Pengukuran
Tanda Tangan

[IT. KETERANGAN

IV. SKET LOKASI
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i1

. .-'..-ﬁ ) - Lempiran 4(
BADAN PERTANAHAN NASIONAL : : Drio;

/' KANTOR PERTANAHAN

GAMBAR UKUR

Nomor: cevervisnansnedoa/Tahun

I. LOKASI

Nomor Peta Pendalaran
Nomeor Foto Udara

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kotamadya

II. KETERANGAN PEMOHON

Pemohon ¢
Alamat

Tanggal

Tanda Tangan

[II. KETERANGAN PENGUKUR

Pengukur/Badan Hukum
Tanggal Pengukuran
Tanda Tangan

V. PERSETUJUAN BATAS BIDANG TANAH

[ Nama Tetangga yang Berkepentingan Tanda Tangan Persclujuan Tclangga
' I L : Utara
2. W\ Timur i
3. . Sclatan : 5
4 Barat ,
|

Y. SKET LOKASI
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BERITADACARA KESARSIAN

2Tl T R B R N tanggal ........cooooiiiiiei kami yang
sertanda tangan di bawah ini :

l. Nama e N — R ey G e e .
Umur SN L BE [ SR L el S To v e W o e O IET S o W N S
Alamat i o SO RO RO NURGE W Cn O WLV W BB B B
Pekerjaan AP W) O O B e e T R S T

2. Nama Tl e M W O N8 e, W, B =
Umur SNSRI OO <. SN S
Alamat PN o iy, Yy NS
Pekerjaan e e e o b A s s R

Jengan ini memberikan Kesaksian atas pemilikan / penguasaan sebidang tanah
Jsang terletak di :

Rian/ Gang 4 4. 0 . 0. .2y . N
RT. /RW. T, W SRR P AT N, U
Desa # Bglifahan : e ... 00 & T e G4 WO
Kecarngl8n” O V..@me ¥ . N Wam & e NG
Kabupaten S m— A i s e M ST O SN - N
Sirik Nomor 2 contasrans A RPersil : ...iomeencinirs s R 6 L3 S R Luas: ... m2

Dengan batas - batas sebelah -
Utara
Timur
Selatan
Barat

3ahwa tanah tersebut sejak tahun
<emudian dialihkan kepada

Jemikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui : Yang memberi Kesaksian -
Kepala Desa / Lurah
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1.

DATA TENTANG PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH :

A.  PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH -
1 Bukti - bukti Pemilikan / Penguasaan :
a. Sertifikat ¢ HM/HGU /HGB / HPL / HP %)
Atas Nama @ ., s NOC i Tanggal e,
Sertifikat : Ad\ / hd.lk ada )
b. Warisan
Nama Pewaris
Meninggal Thn. : .......ccooooooo.o.,
Surat Wasiat : Ada**Q Tidakada**Q Keterangan Waris ** O ( Buatkan bila tidak ada )
c. Hibah/Pemberian Nama Pemberi | libah
Dilakukan dengan :  Surat di bawah tan},an / akta PPAT /Lisan *) **)
Tanggal: ...cccoivvvcesreionnnnn. No. akta PPAT ;
(Bila dilakukan secara lisan buatkan surat pernyataan bt
d. Pembelian :
Dilakukan dengan :  Surat di bawah tangan / kwitansi / akta PPAT / Lisan ") iy
Tanggal : s NOLakta PPAT: o,
Nama PI’AT
e. Pelelangan Risalah lelang**): @O  Thn.: Tgl. :
Tempat dan nama kantor lelang :
f. Putusan Pemberian Hak
Jabatan pejabat yang memutuskan :
Surat keputusan ** No.: Tgl.:
Persyaratannya: Telah Dipenuhi: Q Belum Dipenuhi: O
8. Perwakafan : Akte (pengganti *) Tkrar Wakaf**: Q No. :
Tanggal
Nadzir
h. Lain - lain, sebutkan :
2. Bukti Perpajakan : Uraian
a. Petok D/Letter C, gink, kikitir : Kantor yang menerbitkan :
a
Pajak Hasil Bumi ** Tahun / Tangga_l :
b. Verponding/ Verponding Indonesia Kantor yang menerbitkan :
sl
0 “Tahun / Tanggal ;
. IPEDA/PBB/SPPT **+ ; Kantor yang menerbitkan :
] Tahun/ Tanggal :
d. Lain-lain : Scbutkan, bukti
dilampirkan :

**) : Bukti terlampir ***) : Sural pernyataan / keterangan terlampir
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Iv.

SANGGAHAN / KEBERATAN

1. Uraian Singkat Sengketa / Sanggahan
a. Terdapat sengketa/sanggahan® mengenai batas/pemilikan * tanah antara
Berkepentiong andeRERN . i st smare A s s R SRR AR R Gugatan ke Pengadilan
telah diajukan/tidak diajukan *
b. Selama pengumuman ada/Tidak ada * ) yang menyanggah
c. Namapenyanggah: ... T 00 1o P T R R T T L KT (13- e B e e e
P L e e R e s
d. ALGSAN PENYANEEAN T Lo ettt ettt
bescerta surat buktinya
(cdan d diisi bila ada yang menyanggah )
2. Penyelesaian sengketa / sanggahan :
V. KESIMPULAN AKHIR KETUA PANITIA AJUDIKASI/KEPALA KANTOR PERTANAHAN
1. Nama pemilik / yang berkepentingan
2. Status tanah ¢ Tanah Milik / Tanah Negara
3. Pertimbangan dalam hal status : a. Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang
¥ disahkan dengan Berita Acara Pengesahan data
fisik dan data yuridis tanggal
........................................................ . hak atas

tanah ini ditegaskan /diakui konversinya menjadi
Hak Milik dengan pemegang haknya.

Catatan : Coret seluruh kata-kata no. 3 bila tidak diperlukan

*) : Coret yang tidak perlu
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VI.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN

Mengingat Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
tahun 1997 jo. SK. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal
By o A0 S T st e A RS 7 o e ey S e v ¥ T A S R AT s SR S N D
T L e tentang pelaksanaan pendaftaran
RRRAN SIBVBMBIHG OF i aac i Aies b s sssiss s Al o x a s s v 4 S i rn o A S e serta memperhatikan
kesimpulan Panitia Ajudikasi yang tercantum dalam daftar isian 201, maka :

Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan berita acara pengesahan data
fisik dan data yuridis tanggal e P WO | (/67| 1L
tanah ini ditegaskan konversinya menjadi hak milik / diakui sebagai hak
milik dengan pemegang hak......oooooiiiiiiiiiiiiiiiiiii et
............................................................. tanpa / dengan catatan ada keberatan (tidak ke
Pengadilan/sedang diproses di Pengadilan dengan/tanpa sita jaminan)*

Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan berita acara pengesahan data

fisik dan data yuridis tanggal ........cccooooiimiiiiiiiieeeeeeeiiieeeeeeennn, bidang tanah ini statusnya
adalah TANAH NEGARA Kepada yang menempati/menguasai nama
.............................................................................. ., dapat/tidak dapat diusulkan untuk
diberikan hak milik/hak guna bangunan/hak pakai.

Berdasarkan Berita Acara Panitia Ajudikasi jo. Pasal ..............oooovivooiise Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tanggal
e PR < | Vol €111 (V.11
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
................................................................................................................. Tahun
............................................................................................ bidang tanah yang diuraikan

pada d.i. 201 ini ada dalam SENGKETA, sehubungan dengan itu proses pensertifikatannya
ditunda sampai diterbitkan Keputusan Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan
tetap.

Apabila dikemudian hari ternyata ada bukti yang lebih kuat dan sah, sehingga isi Keputusan
ini harus diubah dan disesuaikan dengan bukti-bukti lersebut, maka hal itu akan dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DUt StaPICHN AT 7k e RSN S . "SR padatanggal ......oonnii o

Catatan : - Beritanda lingkaran untuk nomor yang dipilih,
- Coret semua kata-kata nomor yang tidak dipilih

*) Coret yang tidak sasuai
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL Lampiran §4

KANTOR PERTANAHAN oo ) DI 201 A

BERITA ACARA PENATAAN BATAS

Desal/Kelurahan & ... e A Seaeseas AR
NIB T T

I. IDENTIFIKASI BIDANG TANAH DAM YANG BERKEPENTINGAN
1. BIDANG TANAH

LETAK TANAH

JRIBAVBIOK * 3 eosnsvensersessisisssssssasssossasssnresipasasssssspadiorsissssas ndsass Sdispmanasnrasseserersnsss RURW b csiinnn
2. YANG BERKEPENTING‘AN

Nama .. eessamssnsrebessnmatsEaSReaRssseeessaase F’erorangan]Badan Hukum *)

KTP / NOPEN (Perorangan) ...Tgl lahir : -

Pekerjaan :
Tempal Tinggal @
Badan Hukum : Badan. HukumfPemda Tk. 1, IIIDesalKe!urahanIBUMN )

_ Akla Pendirian ¢ Mo = I 1121 [ | [ROR e B R R
Di daftar di Pengadulan Negeri .................. el TaNggal .cccvermssnireresserisasnrssns No. ...
Perhalian : Bila yang berkepentingan lerdiri lebih dari 1 (salu) orang, sehingga ruang ini

lidak mual, dapat disertai lampiran. Perhalian lihal lampiran )

3. SKETSA BIDANG TANAH SEBELUM PENATAAN :

Hufman | dari 2
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4. SKETSA BIDANG TANAH SESUDAH PENATAAN :

5. PERSETUJUAN PENATAAN BATAS :

NAMA TETANGGA YANG TANDA TANGAN PERSETUJUAN
BERKEPENTINGAN TETANGGA

@|~|o|wfawlrn]—
~lo|o]|alw|m| -

8

A.n. PANITIA AJUDIKASI
Salgas Pengumpul Dala Yuridis

Nama Tanda Tangan

1

3

*) Caret yang tidak perlu
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DI/ 201 8B

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
JI. KH. Siddiq No. 55 Jember Telp. (0331) 488533

PENGUMUMAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS

NOMIOT s

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1897 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan hasil pengumpulan data fisik
dan data yuridis atas bidang tanah tersebut dibawah ini/bidang-bidang tanah yang letak,
luas dan asal bidang tanah dimaksud seperti data terlampir ( Sporadik )

Terletak di :

Jalan

RT/RW

Desa / Kelurahan
Kecamatan

Kabupaten : Jember

Yang berasal dari :
Tanah W\ 0 | o B N oW . L

Persil Nomor
Luas

Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini, kepada pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap bidang/bidang-bidang tanah dimaksud dalam pengumuman ini
diberi kesempatan mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman ini kepada :

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
Alamat : Jalan KH. Siddig No. 55 Jember

Catatan : Apabila keberatan-keberatan dimaksud disampaikan lewat jangka waktu tersebut
diatas, tidak dapat dilayani

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember

Kepala Seksi Pengukuran dan
Pendaftaran Tanah,

Ir. SUTARTO, MIH
NIP. 010 223 708
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o il Lampiran €7
e ) _ J DI 202
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
}(ANTOR pERTANAHAN ll‘llllll'll!llllllll‘l'lllllllIllllll...
. TR O L ety
TRID. wvoeveseeseauanensar s e sams bbb

' BERITA ACARA

Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis
NI 3 oossiois s s

i ketentuan dalam Pasal 26 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
pendaftaran Tanah, setelah diumumkan selama 30 (tigapuluh) / 60 (enampuluh)
dengan ini  Panitia  Ajudikasi/Kantor Pertanahan, Kabupaten/Kotamadya

| ieeeiieseneenense DI DESAIKEIUFBNBN .iiieversiinennarisionsvanns KEaH O ot R rrens
MENGESAHKAN

prelitian Data Fisik dan Data Yuridis yang telah diumumkan di ...

FHOMORE . cniicisnenonensinl I S I Y, L , dengan penjelasan sebagai

- Tidak ada Keberatan .......oevinincns bidang

. Ada keberatan dan sudah dapat diselesaikan melalui ...

- Ada keberatan yang belum ada penyelesainnya .......ccooeeveenienen bidang
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QOPINSI

MICAMATAN
ESA/KELURAHAN

OR: PERTANALIAN
PATEN/RKOTANMADYA

BUPATEN/KOTAMADYA

lanipiran 5
D.I. 20

DAFTAR ISIAN 205

B5ADAN PERTANAHAN NASIONAL

..............................................................

...............................................................

DAFTAR ISIAN 208
oy 10

DAFTAR ISIAN 07
e O AT
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dERRAF RO TEAT

o

SOAYI P

0N NAMA PEMEGANG HAK

b Pemisahan/
bungan bidang

sean PemecahanPemisahany
jungan bidang No. L.

g) PEMBUKUAN

Kepala Kaator Pertanahan -
KabupatervKotamadya

NIP.

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Kepala Kantor Peranahian
Kahupaten/Koamadya

N
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Tanggal Pendaftaran DR .
bakan No. Dafar Isian 307 Nama Nadzie T”‘““S:,?E‘,“Lf’:’,lfot‘°“'
No. Daftar Isian 208 P .
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

1

KEPUTUSAN ..
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 30 .420.335.34-2002
A - ANG ¢ 4
PEMBERIAN HAK MILIK DALAM RANGKA REDISTRIBUSIITANAH
OBYEK PENGATURAN PENGUASAAN TANAH

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

MEMBACA 3 ’

8. Hasil inventarisasi / pendataan petani penggarep tanah negara calon penerima Hak Milik redistribusi mengacu pada Surat
Keputusan Bupati Kepala Deersh Tingkat II Jember Tanggal 20-10-1998 Nomor 90 Tehun 1998 Tentang Tim
Inventarisasi Tanah HGU Kebun Ajung Gayasan PT Perkebunan Nusantara X Yang Akan Djberikan Hak Milik Kepada
Para Petani Penggarep ;' : H i

b. Berita Acare Sidang Panitia Pertimbangan Landreform tanggal 22-09-2000 Nomor 02/BA PPL/2000 ;

c. Berita Acara Penclitian / Seleksi terhadap para penggarap tanah tanggal 16-12-2002 Nomor 03/P2T/XI1/2002.

: ' :

MENIMBANG : ! {

a. Behwa petani penggarap sejumlah 70 ( Tujuh puluh’ ) orang sebagaimans discbutkan dalam lampiran  keputusan
memenuhi syarst untuk diberikan Hak Milik ?cbagnitnmm dimaksudkan dalam Peraturan Pc{ncrmmh Nomor 224 Tehun
1961 F y ' B ;

b. Bahws tanah — tanah yang akan diredistribusikan tersebut sepanjang untuk pertanian sdalah Tensh Negars yang telah
ditegaskan menjadi Objek Redistribusi Pengaturan Penguasaan Tanah berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 01-10-1999 Nomor 33-VII-1999 di Bekas Perkebunan Ajunggayasan -
Jenggawah Kabupaten Jember. ‘

MENGINGAT : ‘ : '

8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agruria ( Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 ) ; ’ ‘

b. Undang - Undang Nomor 56 Prp Tuhun 1960 Tentang Penetapun Luas Tanah Pertanion ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 174 ) . : _ v

¢. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan ; : i

d. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksansan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280 ) ; ’-

e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubshan Dan Tembahan Peraturan Pamerintah Nomor 224 Tahun
1961 Tentang Pelasanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 1964 Nomor 112) ; ,

f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tehun 1997 Tentang Pendaftaran Tansh (Lemberan Negars Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 59 ) ; :

g Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tghun 1980 Tentang Organisasi dan Tats Kerja Penyelenggaraan
Landreform ; ! ' )

h Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen ;

1. Persturan Menteri Negars Agraris / Kepala Bodan Pertanshan Nasional Nomor 3 Tehun 1997 Tentang Ketentuan
Pelaksansan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

j. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala! Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan
‘Kewenangan Pemberian Dan Pembatalun Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negars | :

k. Keputusan Menteri Negars Agraris / Kepalas Badan' Pertanshan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban
Tanah-Tanah Obyck Redistribusi Landreform”; : ‘

MENETAPKAN : :

PERTAMA  : Tanah Negars yang akan diredistribusikan tersebut adalah tanah-tanah pertanisn yang merupakan Tansh

' Negara Obyek Pengsturan Penguassan Tansh berdasarkan * DIKTUM KEEMPAT * Surst Keputusan

Menteri Negars Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 01-10-1599 Nomor 33-VIII-1999 dan

aken diredistribusikan dengan Hak Milik kepads mercks yang memenuihi syarat pasal 8 dan pasal 9

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 ;

BRDUR .. ooy
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EDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Dy

. Mémbpfikih Hok M gekepads Soldus B. RIYANTO dide 701 ( Tujuh jpululy) prang)yang meliputi 93
( Sembilin puluh tigs ) bidang masing-masing atas tansh pertaniun soluas 296,177 M2 yang merupakan
scbagian dari Tanah Negara bekas HGU Nomor 6 / Lengkong luas seluruhnys 60.000 M2 (Lembar peta
8) dan scbagian dari Tansh Negars bekas HGU Nomor 7 / Lengkong luas seluruhnya 6.173.500 M2
(Lembar peta 1 sampai dengan 7) yang letak,luas,nomor kode/petak tanah serta batas-batasnya sesuai
dengan peta bidang tanah yang dinyatakan di belakang nama yang bersangkutan dalam kolom 2 s/d 14
pada lampiran Keputusan ini ; _ ‘

. Pemberian Hak Milik tersebut disertai dengan kewajiban dan syarat-syarst sebagaimana tercan-tum di

bawah ini

a. Untuk memperoleh tanda bukti hak / sertipikat, Hak Milik yang diberikan tersebut harus didaftarkan
di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember selambat-lambatnys dalam jangka waktu 6 ( Enam ) bulan
sejak Keputusan ini ditetapkan ;

b. Tanah - tanah tersebut harus diberi tanda — tanda batas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 ;

¢. Yang bersangkulun wajib mengusahakan tanshnya sendiri secars aktif ;

d. Setelah pemberian Hak Milik ini, yang bersangkutan diwajibkan menjadi anggota Koperasi Unit
Desa di Daerah letak tanahnya dan wajib meningkatkan hasil produksi tanahnya ;

e. Yang bersangkutan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh isi perjanjian kerjasama
berdasarkan pola kemitraan tanggal 01-10-1998 antars PT. Perkebunan Nusantars X (PERSERO)
berkedudukan di Surabaya dengan penerima Hak Milik tanah perkebunan Ajunggayasan -Jenggawah
di Jember ;

. Wajib menyediakan tansh yang diterima tersebut kepads pihak PT. Perkebunan Nusantara X
(PERSERO) untuk ditanami tembakau sebagsimana dimaksud isi perjanjian tersebut pads “DIKTUM
KETIGA” huruf (¢ ) di atas ; _

g Tanah yang diberikan tersebut hanys boleh dipindah tangankan kepada pihek lain, baik sebagian atau
seluruhnya seteluh diperoleh izin dari Kepals Kantor Pertanshan Kabupaten Jember |

h. Kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan dan kewajiban di atas dapat dijadikan alasan untuk
mencabut Hak Milik yang diberikan ;

- Memenintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah kantor Pestanshan Kabupaten

Jember untuk mencatat Kewajiban tersebut pada “DIKTUM KETIGA™ huruf (g) pads Buku Tansh dan
sertipikatnys, mengacu puda Pasal 98 syat | Peruturun Menteri Negirs Agrurio / Kepals Badun Pertanahun
Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

- Bagt pura penerima Huk Milik dalum rangks redistribusi tanah yang terkens ketentuan Undang-undang

Nomor 21 Tuhun 1997 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan harus sudah memenuhi kewsjiban membayur Bea Perolchan Hak Atas Tunah dan Bangunan
(BPHTB) dimaksud di Bank Penerims sclumbat-lambatnys scbelum didaftarkan Surst Keputusan
pembenian haknya |

© Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan atsu pembetulan kembuli sebagaimans  mesti nya apabils
dikemudian hari temyata terdapat kesalahan atau kekeliruan,

DITETAPKANDI :JEMBER
PADA TANGGAL : /& -12-2002

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada ; KABUPATEN JEMBER

Yth. : 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional
di Jakarta
2. Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan
di Jakarta.
3. Direktur Pengaturan Penguasaan Tanah
di Jakarta. A A )
. Gubernur Propinsi Jawa Timur di Surabaya NIP. 010 164 21
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
. Bupati Jember di Jember.
Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Nogara Jember di Jember;
. Camat Mumbulsari.
. Kepala Desa Kawangrejo.

V]
1

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang berhak untuk diperhatikan sebagaimana mestinya.
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d SERTIPIK
HAKS £ | i

s MILIK.....

e

PROPINSI \ i

N

,

'KABUPATEN /KOFAMADYA,

KECAMATAN

D E S A/KELURAHAN

KANTOR PERTANAHAN'
KABUPATEN / 169 ANMADYA

JEMBER

Mg ™

DAFTAR [SIAN 206 -

AT,

TS T WG 1411 SR,

" — et

2 AN G i ...

- DAFTAR ISIAN 307
No::.. T Bsiorioritanes:
DAFTAR ISIAN 208
No. 5}/8 /2002%.

. 1200.%...
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) DAFTAR ISTAN 2.07
salelzlglelel|e B[ [*10P4]2 NIB :12.34,26,05,00682

. /
- SURAT UKUR

NOLHOT & Raver trreorosmtinaansssesd

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

PROPINST T corveerereresssssssssssssssrinsesd JOMWE, TLTMI 0.0 .. oooeeeeeeesessenssesesesssssssasstsssssss s 2125
K;bupamn/w SRR X - 113 o R .............
Kecamatan : .......... - LAJung. ............................. s .
Desa/ KolwbaBat | ... PanOaKARYS s o e T
PEER 2 .ok iR reahs Bidang. tonaha..... Nomor Peta Pendaftaran : ........ e
LBADAE 3 iivesiilisosmsssassanne Kotak : Iz/ﬁ.? ............ L
Keadaan Tanah ..Pimi&nm. .................................................................................................................
............................................................................... ?
Tanda-tanda batas : ..'L‘uu..hn.tu..'.L:Mmpxiub;i..I’.ﬁ..en..:dnﬁ..zz.,Pllu[.‘i,.paln ....................... |
.................................. BEH. X0 MAIIDR . el e
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Hal lain - lain : auu._.IIkur...ini..moxapakun..km.tm...dui...Eua...n.l.dn.nx...mmh...

L T —————
.............................................. [ e U8 e s
Tanah Neiia wekad HGY §/ojunt.

Daftar Isian 302 (Rl oo O, tisssersesmsrasserssasssserersnsnstsbsssssassassnssapassesssesss
Daftar Isian 307 tgl. A A S 00 No. .39 2200 Lo

UNTUK SERTIPIKAT e Jember....... Tl ssiiin 2B=11w..200.1¢
......... pEMSEY . Tgl ol ) = Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanaban Kantor Pertanahan

Kabupaten / Keetermrdya
............... JEMBER. ..
wd.

...........................................................

NIP 910 183 842,

Pemisahan

Lihat surat ukur Penggabungan — NOMOr Do /200, Nomor hak @ oo
Pengganti
Dikeluarkan surat ukur | sofor & -rll | ]
Tanggal Nomor {58 hak S
/ 200..... Nomor hak .o

Sisanya diuraikan dalam surat ukur NOMOT § coveiniemnormeinmeemnniiennes
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PENDAFTARAN 'I’ERALI.HAN AR PEMBEBANAN DAN PENCKFATAN EAINNY:

Halaman :

e

Sebab perubah:.\n

Tanggal Pendaftaran
No. Daftar Isian 307
No. Daftar Isian 208

Nama yang berhak '
dan
' Pemegang hak lain-lainnya

Tanda tangan Kepala kantor
dan Cap Kantor

..........................................

.............................................................

'

'"““ﬂﬂﬂmrkmfnsu
Jember tal. 20-04

.....................

F

“I"""dilarang dialihkan kepada pihak lain.,baik
kveuali dipecolel . g abose

............................................................................................

.......................................................................................................

3-2001 No..11:420.335.34.20

i m_.qm'-xepam-xmwr Pertusi

» i
> '
vas LA
....................................
....................................
....................................
....................................
]
Iredesrarserernatarnsinarrernsnee
srveende whe
'
'
hesdsararannans issssgeernnnaes '...|.
- '
i 1y
I
"y

......................................................

.................................................................................

....................................................

....................................................................................................

....................................................

isenbis Eabogaien
(:%mah.ymg. diberika" canpiones

ian atau seluruhnya '
i Kibupaten Jeniber

............................................

............................................

............................................

............................................

.............................................
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